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a
BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan perwujudan dari nilai-nilai kearifan lokal yang
telah hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sejak lama, yang
mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, musyawarah, dan gotong royong.
Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam nyelenggaraan pemerintahan desa yang
mandiri dan berakar pada budaya masyarakat setempat. Secara sosiologis,
pemerintahan desa merupakan struktur sosial yang Dberfungsi untuk
menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara, serta menjadi sarana
integrasi sosial antara berbagai kelompok masyarakat desa dalam rangka
mencapai tujuan bersama berupa kesejahteraan sosial. Pemerintahan sa tidak
hanya berperan sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga
sebagai aktor sosial yang memahami dinamika lokal dan mampu memberikan
respons terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa secara lebih
adaptif dan kontekstual.'

Pemerintahan desa selaian merupakan perwujudan dari nilai-nilai kearifan
lokal pemerintahan desa ialah ujung tombak pelayanan publik karena berada

pada posisi terdekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan serta

permasalahan warga secara langsung. Fungsi strategis ini menjadikan

! Andi Hamzah, Deseniralisasi dan Pemerintahan Desa di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008,

him. 45.



pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar,
seperti administrasi kependudukan, pembangunan infrastruktur lokal, hingga
pengelolaan program kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,
pemerintahan desa harus mampu menjalankan peran pelayanan secara cepat,
tepat, dan transparan sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance di
tingkat lokal. Menurut Sutoro Eko, desa memiliki posisi penting dalam sistem
pemerintahan karena menjadi titik temu antara struktur pemerintahan negara dan
struktur sosial masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik sangat ditentukan
oleh kapasitas dan integritas pemerintah desa.”

Dalam wilayah desa penyelenggaraan pemerintahan desa karena berada pada
posisi strategis kepala desa sebagai pemimpin formal yang memiliki kewenangan
dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan
kemasyarakatan di tingkat lokal. Peran ini menjadikan pala desa tidak hanya
sebagai administrator, tetapi juga sebagai tokoh sentral yang mampu
mengarahkan jalannya rnerintahan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala esa dituntut untuk memiliki
kapasitas kepemimpinan yang responsif dan partisipatif agar dapat menjalankan

roda pemerintahan desa secara efektif dan efisien. Kepala desa adalah aktor

utama dalam tata kelola desa, karena dari kepemimpinannya akan ditentukan

* Sutoro Eko, Membangun Desa Membangun Indonesia: Mewujudkan Desa Kuat, Maju, Mandiri dan
Demokratis, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014, hlm. 67.



kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta penguatan institusi
sosial masyarakat desa.”

Kepala desa selain sebagai pemimpin di desa juga sebagai representasi
kedaulatan rakyat desa dipilih langsung oleh warga melalui mekanisme
demokrasi lokal, yang menjadikan posisinya bukan sekadar sebagai pelaksana
tugas administratif, tetapi juga sebagai simbol legitimasi politik masyarakat desa.
Oleh karena itu, proses pengangkatan dan pemberhentian kepala desa harus
dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kum yang menjamin
keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Hal ini penting untuk njaga, kepercayaan publik terhadap institusi
pemerintahan desa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh
pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Sebagaimana ditegaskan oleh
Jimly Asshiddigie, dalam negara hukum yang demokratis, segala tindakan
pemerintahan termasuk di tingkat desa harus tunduk pada kum sebagai
instrumen utama untuk melindungi hak asasi dan kedaulatan rakyat."

dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar
hukum terhadap tata kelola pemerintahan desa, termasuk di dalamnya mengenai

kewenangan pemberhentian kepala desa. Pasal 40 ayat (2) UU Desa

menyebutkan bahwa kepala desa berhenti antara lain karena meninggal dunia,

3 ihmad Erani Yustika, Desa Membangun Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, him.
118
* Iimly Asshiddiqie, Pengantar [lmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, him. 145,



mengundurkan diri, dan di berhentikan. Dimana Pemberhentian kepala desa di
tetapkan oleh Bupati/Walikota.” Adapun pala desa diberhentikan karena;

1. berakhir masa jabatannya;

2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

(5]

. tidak lagi memenubhi syarat sebagai calon kepala desa: atau

4. melanggar larangan sebagai calon kepala desa.’

Namun demikian, pemberhentian kepala desa dapat ditetapkan oleh
bupati/walikota hanya berdasarkan laporan BPD melalui camat atau sebutan
nama lainnya tanpa melalui proses mekanisme klarifikasi, pembelaan diri atau
pengujian melalui lembaga peradilan.” Hal yang demikian ini menimbulkan
pertanyaan yuridis mengenai validitas prosedur pemberhentian kepala desa dan
berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas
keadilan dan perlindungan hak individu terhadap tindakan sewenang-wena.

Tindakan pemberhentian kepala desa tanpa melalui proses yang adil dan
transparan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal dalam
perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan yang

bersifat merugikan hak seseorang harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas

dan dapat diuji melalui mekanisme hukum, termasuk melalui peradilan.E

* Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6 11+
Ibid., pasal 40 aat 2
" Lihat Pasal 54 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
sana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
" Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, hal. 69



Selain itu, mekanisme semacam ini juga berpotensi bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas

kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (detournement de

pouvoir). Menurut Philipus M. Hadjon, asas-asas ini menjadi tolok ukur atau
tidaknya suatu tindakan pemerintahan dalam konteks negara hukum.” Maka, jika
pemberhentian kepala desa tidak melalui hakikat prosedur kum yang adil,
maka tindakan tersebut dapat dianggap cacat hukum.

etentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Desa juga belum secara rinci mengatur mekanisme
penyelesaian sengketa terkait pemberhentian kepala desa yang mengharuskan
melalui prosedur ke lembaga peradilan untuk menguji dugaan kepala desa
melaggar ketentuan hukum . Hal ini menimbulkan kekosongan norma (/egal
vacuum) dalam penyelesaian konflik, yang pada akhirnya merugikan pihak yang
diberhentikan karena tidak adanya ruang pembelaan secara hukum."
Kekosongan ini juga dimungkinkan akan dapat dimanfaatkan oleh elit politik
lokal yang ingin memberhentikan kepala desa secara sepihak demi kepentingan
tertentu.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk mempertimbangkan prinsip keadilan

prosedural (procedural justice), di mana setiap warga negara atau pejabat publik

? Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1), him. 134,

" Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Desa.




yang berhadapan dengan proses hukum atau administratif berhak untuk
mengetahui tuduhan yang dikenakan kepadanya, mendapat kesempatan untuk
memberikan pembelaan, dan mendapatkan keputusan berdasarkan bukti yang
sah.'' Tanpa jaminan prosedural ini, maka tidak hanya hak kepala desa yang
dilanggar, tetapi juga akan merusak legitimasi pemerintahan desa di mata
masyarakat.

Di samping itu, relasi antara BPD dan kepala desa yang semestinya saling
mengawasi dalam sistem check and balance justru menjadi timpang ketika BPD
memiliki kewenangan besar dalam melaporkan pemberhentian kepala desa tanpa
mekanisme kontrol yang setara. Ketimpangan ini berisiko menimbulkan konflik
kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga legislatif desa
terhadap kepala desa.'* Situasi ini harus ditanggapi secara serius agar stabilitas
politik desa tetap terjaga dan roda pemerintahan desa berjalan sebagaimana
mestinya.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga peradilan
sebagai pengawal konstitusi dan keadilan merupakan ciri utama gara hukum
(rechtstaat). Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam negara hukum, segala
nda_kan pemerintahan harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara

hukum."® Oleh karena itu, pemberhentian kepala desa seharusnya juga tunduk

%iptc Rahardjo, flmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, him. 120.

"> Maria Farida Indrati, llmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta:
Kanisius, 2007, hlm. 156.

" Timly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005,
hlm. 88.



pada prinsip due process of law, di mana ada mekanisme peradilan atau
setidaknya forum administratif independen yang dapat memberikan keadilan bagi
para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian yuridis terhadap
mekanisme pemberhentian kepala desa atas laporan BPD kepada bupati/walikota
tanpa proses di lembaga peradilan (judicial). Kajian ini tidak hanya bertujuan
untuk mengkritisi kekosongan dan kelemahan normatif dalam UU Desa dan
peraturan pelaksananya, tetapi juga untuk menawarkan konsep ideal

pemberhentian kepala desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan
keadilan prosedural terhadap pejabat publik di tingkat desa dengan judul

“Pemberhentian Kepala Desa tanpa Mekanisme Judicial: Studi Yuridis

(5 ]
terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pemberhentian kepala desa atas
usulan dan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

2. Apakah pemberhentian kepala desa tanpa melalui mekanisme judicial sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum administrasi?



3. Bagaimana konsep ideal mekanisme pemberhentian kepala desa yang

menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum dalam sistem

pemerintahan desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pemberhentian kepala desa
atas usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Untuk mengetahui pemberhentian kepala desa tanpa melalui mekanisme

57
judicial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi.

3. Untuk memahami konsep ideal mekanisme pemberhentian kepala desa yang

menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum dalam sistem

pemerintahan desa.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini antara lain vaitu dapat di lihat baik dari sisi teoritis

maupun dari sisi praktis:
1. Manfaat teoritis

Beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain:

a. Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran



dalam pengembangan kajian tentang hubungan kewenangan antar-
lembaga pemerintahan di tingkat desa, khususnya interaksi antara BPD
dan kepala desa dalam kerangka check and balance yang sesuai dengan
prinsip negara hukum.

b. Memperkaya Literatur Akademik tentang Keadilan Prosedural, Hasil
penelitian ini dapat menambah referensi akademis terkait penerapan
prinsip procedural justice dalam hukum administrasi pemerintahan desa,
terutama dalam konteks pemberhentian pejabat publik.

c. Memberikan Dasar bagi Kajian Reformasi Regulasi Desa, enelitian ini
dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam melakukan evaluasi atau
usulan revisi terhadap UU Desa dan peraturan pelaksananya agar lebih
menjamin perlindungan hukum bagi kepala desa.

2. Manfaat praktis.

Bebepa manfaat praktis dari peneitian ini antara lain adalah:

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Desa, Hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau prosedur
teknis pemberhentian kepala desa agar sesuai dengan as-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB) dan prinsip due process of law.

b. Bagi epala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa, Memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum kepala desa serta
langkah-langkah pembelaan yang dapat ditempuh apabila menghadapi

proses pemberhentian yang tidak sesuai prosedur.



c. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Memberikan panduan etis
dan yuridis dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dan usulan
pemberhentian kepala desa agar tidak melanggar ketentuan hukum yang
berlaku.

d. Bagi Masyarakat Desa, Memberikan wawasan mengenai pentingnya
mekanisme pemberhentian kepala desa yang transparan, adil, dan

akuntabel, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik horizontal di

tingkat desa.

E. Kerangka Teori
Dalam penulisan penelitian ini untuk memperkuat argumentasi teori, maka
digunakan teori negara hukum, teori keadilan prosedural dan teori check and
balances.

1. Teori negara hukum

Konsep negara hukum (rechtstaat) merupakan pilar utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan modern, yang menegaskan bahwa kekuasaan
negara harus dibatasi dan diatur oleh hukum. Dalam pandangan klasik,
negara hukum dimaknai sebagai negara yang seluruh tindakannya tunduk
pada hukum, bukan pada kehendak penguasa semata.'* Prinsip ini lahir

sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan absolut yang menempatkan

"* Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1982, him. 15.
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penguasa sebagai sumber hukum tanpa adanya kontrol hukum yang
memadai.

Negara hukum pada hakikatnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu
menjamin rlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan
kekuasaan oleh penguasa. Julius Stahl menyebutkan bahwa unsur penting
negara hukum meliputi pengakuan dan perlindungan HAM, pemisahan
kuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan yang
bebas dan tidak memihak."> Dalam konteks Indonesia, konsep gara hukum
ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, konsep negara hukum
dikenal dengan istilah rechtstaat, sedangkan di disi Anglo Saxon dikenal
sebagai rule of law. A.V. Dicey merumuskan tiga prinsip rule of law:
supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan jaminan perlindungan
hak melalui putusan pengadilan yang independen.'® Meskipun memiliki
perbedaan terminologi, keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu
penegakan supremasi hukum demi keadilan dan kepastian hukum.

Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa am negara hukum Indonesia,

hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan sarana untuk mencapai

tujuan bernegara. Oleh karena itu, semua kebijakan dan tindakan

'* Julius Stahl, dikutip dalam Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Y@karta: Gadjah Mada University Press, 1993, him. 81.
' A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London: Macmillan, 1959, him.

110.
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pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat diuji

1_1'."

melalui mekanisme hukum, baik administratif maupun yudisial.© Dengan

demikian, pemberhentian kepala desa oleh BPD tanpa mekanisme judicial
pat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi bertentangan dengan
prinsip negara hukum.

Dalam perspektif negara hukum modern, konsep due process of law
menjadi bagian penting. Due process menuntut agar setiap warga negara
yang berhadapan dengan tindakan pemerintah harus mendapatkan prosedur
yang adil, termasuk hak untuk membela diri dan mengajukan keberatan di
hadapan lembaga yang independen.' Tanpa prosedur yang adil, tindakan
pemerintah dapatategorikan sebagai sewenang-wenang (arbitrary action),
yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Negara kum tidak hanya menuntut adanya kepastian hukum
(rechtssicherheit), tetapi juga harus memuat unsur keadilan (gerechtigkeit)

81
dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Menurut Gustav Radbruch, ketiga unsur

ini harus berjalan seimbang dalam pembentukan dan penerapan hukum.'"
Jika pemberhentian kepala desa hanya berdasarkan usulan BPD tanpa uji
kebenaran dan keadilan melalui mekanisme judicial, maka kepastian hukum

memang mungkin tercapai secara formal, tetapi aspek keadilan dan

perlindungan hak individu terabaikan.

' Iimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit., him. 93.
** Brian Z. Tamanaha, On thfE}e of Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, him. 97.
" Gustav Radbruch, dikutip dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm.

223,

12



Selain itu, negara hukum mensyaratkan adanya peradilan yang bebas

dan tidak memihak sebagai pengawal konstitusi dan penegak keadilan.
Peradilan yang independen memungkinkan setiap warga negara, termasuk
pejabat publik seperti kepala desa, untuk memperoleh keadilan ketika hak-
haknya q:lilanggar.:’D Dalam konteks ini, tidak adanya mekanisme peradilan
dalam pemberhentian kepala desa menjadi kelemahan serius yang berpotensi
mereduksi prinsip negara hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan
peraturan tertulis, melainkan harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai
keadilan substantif.”' Oleh karena itu, dalam penerapan konsep negara
hukum, yang diutamakan bukan hanya kepatuhan ada prosedur formal,
tetapi juga substansi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan pihak yang
bersangkutan.

Konsep negara hukum di Indonesia juga mengandung prinsip
demokrasi, sehingga kebijakan publik, termasuk pemberhentian kepala desa,
tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh satu organ pemerintahan saja.
Mekanisme check and balance diperlukan agar kekuasaan yang dimiliki BPD

tidak melampaui batas dan dapat diawasi oleh lembaga lain, termasuk

pf:rac:lilan.22

* Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta: FH UTI Press, 2004, him. 54.
atjipt{: Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 67.
= Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, him. 160.
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Dengan demikian, penerapan teori negara hukum dalam penelitian ini

menjadi penting untuk mengkaji apakah praktik pemberhentian kepala desa
atas usulan BPD tanpa mekanisme judicial ah sesuai dengan prinsip-
prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis ini diharapkan
mampu menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya berbicara mengenai
ketaatan pada peraturan, api juga harus menjamin perlindungan hak asasi,
keadilan prosedural, dan adanya mekanisme hukum yang efektif bagi setiap
warga negara.”
Teori keadilan prosedural

Keadilan prosedural (procedural justice) merupakan konsep
fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa eadilan tidak
hanya diukur dari hasil akhir suatu keputusan (substantive justice), tetapi juga
dari sejauh mana proses yang dilalui untuk mencapai keputusan tersebut
dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Prinsip ini
memandang bahwa legitimasi suatu keputusan sangat ditentukan oleh
kualitas prosedur yang digunakan untuk mencapainya. John Rawls
menegaskan bahwa prosedur yang adil adalah prosedur yang dirancang

sedemikian rupa sehingga semua pthak memiliki kesempatan yang sama

untuk didengar, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam proses

* Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2010,

him. 42.
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pengambilan keputusan, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima secara
moral dan hukum, meskipun tidak selalu menguntungkan semua pihak.**
Dalam konteks pemerintahan, penerapan keadilan prosedural menjadi
sangat penting karena keputusan yang diambil oleh pejabat publik sering kali
menyentuh langsung ak, kewajiban, dan status hukum warga negara. Oleh
sebab itu, setiap tindakan administratif yang berpotensi menimbulkan
kerugian bagi pihak tertentu harus ditempuh melalui prosedur yang
memenuhi s—asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian
hukum, keterbukaan, dan imparsialitas. Tanpa penerapan prosedur yang adil,
keputusan pemerintah berpotensi menjadi sewenang-wenang, menimbulkan
ketidakpercayaan publik, serta berisiko memicu konflik sosial dan politik,
termasuk di tingkat pemerintahan desa yang memiliki dinamika kekuasaan
tersendiri ta:ra Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa.
Dalam konteks hukum administrasi dan pemerintahan, keadilan

75
prosedural mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah yang

berdampak pada hak atau kedudukan hukum warga negara harus akukan
melalui proses yang terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan kepada
pihak yang terkena dampak untuk membela diri. Hal ini berarti, prosedur
yang ditempuh tidak boleh bersifat sepithak atau tertutup, melainkan harus

menjamin adanya partisipasi aktif dari pihak yang berpotensi dirugikan. Tom

R. Tyler menegaskan bahwa persepsi keadilan dari masyarakat terhadap

** John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 1999, him. 74.
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otoritas sangat dipengaruhi oleh cara otoritas tersebut memperlakukan
mereka dalam proses pengambilan keputusan.®

Proses yang memperlakukan warga secara adil, menghargai hak untuk
didengar, dan menjelaskan alasan di balik suatu keputusan akan
meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Lebih lanjut, Tyler
menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menerima hasil keputusan, bahkan
ketika merugikan mereka, asalkan prosesnya dijalankan secara jujur, terbuka,
dan menghargai martabat individu.”® Dengan demikian, penerapan adilan
prosedural tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak individu secara
hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik (public trust)
terhadap institusi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa.

Prinsip utama dari keadilan prosedural adalah adanya hak untuk
didengar (right to be heard). Artinya, sebelum suatu keputusan yang bersifat
merugikan diambil, pihak yang terkena dampak harus diberikan kesempatan
yang layak untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaan dirinya.”’
Hak ini sejalan dengan asas udz' et alteram partem dalam hukum, yang
berarti “dengarkan juga pihak yang lain” sebagai prinsip universal dalam
proses peradilan yang adil. Dalam praktiknya, prinsip ini bukan sekadar

formalitas panggilan atau pemberitahuan, melainkan harus diwujudkan dalam

bentuk forum yang memungkinkan pihak terlibat mempresentasikan versinya

* Tom R. Tyler, Why People Obey the Law, Princeton: Princeton University Press, 2006, hlm. 25.

“f

*’ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, him. 87.
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secara bebas, tanpa tekanan, dan dengan waktu yang cukup untuk
mempersiapkan pembelaan.

Di negara-negara dengan tradisi rule of law yang kuat, pelanggaran
terhadap hak ini dianggap sebagai cacat prosedural yang serius (procedural
impropriety), yang dapat membatalkan keputusan administratif atau yudisial.
Bahkan dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, jika kepala desa
diberhentikan tanpa kesempatan klarifikasi dan pembelaan, maka proses
tersebut secara hukum dapat dipandang tidak sah karena rtentangan dengan
prinsip keadilan prosedural dan asas perlindungan hak-hak warga negara
sebagaimana dijamin konstitusi.

Selain hak untuk didengar, keadilan prosedural juga mensyaratkan
imparsialitas dari pihak yang memutuskan. Putusan harus dibuat oleh pihak
yang netral, tdak memiliki konflik kepentingan, dan tidak memihak kepada
salah satu pihak. Imparsialitas in1 menjadi salah satu unsur penting dalam
menjamin legitimasi suatu keputusan hukum.**

Keadilan prosedural juga erat kaitannya dengan asas transparansi.
Proses yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan
di balik suvatu keputusan, mengurangi kecurigaan terhadap adanya

kepentingan tersembunyi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap

lembaga pemerintah.w Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi dalam

% Brian Z. Tamanaha, Op., Cit., hlm. 89.
* Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit., hlm. 112.
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proses pemberhentian kepala desa sangat penting untuk mencegah tuduhan
adanya konspirasi politik lokal.

Dalam praktik pemerintahan, keadilan prosedural sering kali dilanggar
ketika proses pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak tanpa
memberi ruang pembelaan. Menurut Philipus M. Hadjon, salah satu ciri
tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang (willekeur) adalah ketika
keputusan diambil tanpa prosedur yang benar dan tanpa mempertimbangkan
kepentingan pihak yang terkena dampak.™

Keadilan prosedural dak hanya berlaku dalam ranah peradilan
formal, tetapi juga dalam ranah administratif. Hal ini karena keputusan
administratif juga dapat berdampak serius terhadap status hukum dan hak
seseorang. Oleh karena itu, setiap prosedur administratif harus memenuhi
standar keadilan yang sama dengan prosedur peradilan.”'

John Rawls dalam A4 Theory of Justice membedakan antara prosedur
murni (pure procedural justice) dan prosedur sempurna (perfect procedural
justice). Dalam prosedur murni, tidak ada kriteria independen untuk
menentukan hasil yang adil selain prosedurnya sendiri. Sementara dalam

prosedur sempurna, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar

hasilnya adil.* Dalam konteks pemberhentian kepala desa, prosedur yang

@pus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Op., Cit., hlm. 134.
j' Adrian Vermeule, Law 5 Abnegation, Cambridge: Harvard University Press, 2016, him. 47.
32 John Rawls, Op., Cit., hlm. 75.
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sempurna adalah yang memastikan hak pembelaan diri, pemeriksaan bukti,
dan keputusan oleh pihak yang berwenang secara netral.

Tom R. Tyler menambahkan dimensi psikologis dalam keadilan
prosedural, yaitu bahwa masyarakat lebih menerima keputusan, bahkan yang
merugikan, apabila mereka merasa telah diperlakukan dengan adil selama
proses berlangsung.™ Dengan demikian, penerapan keadilan prosedural tidak
hanya penting secara hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan
politik.

Keadilan prosedural juga berhubungan dengan asas proporsionalitas
dalam hukum administrasi. Prosedur yang adil rus memastikan bahwa
tindakan yang diambil sebanding dengan pelanggaran atau kesalahan yang
dilakukan, serta mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan bagi pihak yang
terkena keputusan.** Tanpa proporsionalitas, proses yang ada sekalipun bisa
menjadi instrumen ketidakadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip keadilan prosedural
tercermin dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),
khususnya asas kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas bagajmana
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

35

tentang Administrasi Pemerintahan.”™ Asas ini menuntut agar setiap

'“mn R. Tyler, Op., Cit, hlm. 30.

* Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta:
Pustaka@nar Harapan, 1994, him. 221.

* Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang A dministrasi Pemerintahan.
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keputusan yang merugikan harus melalui proses yang objektif dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Penerapan keadilan prosedural dalam pemberhentian kepala desa
berarti bahwa sebelum usulan BPD ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota,
kepala desa harus dipanggil untuk memberikan klarifikasi, diberi kesempatan
menghadirkan bukti pembelaan, dan prosesnya dilakukan secara transparan
dengan berita acara yang sah.”®

Apabila prosedur ini diabaikan, maka pemberhentian kepala desa
berpotensi melanggar prinsip due process of law yang menjadi bagian dari
konsep negara hukum (rechtstaar).” Konsekuensinya, kepala desa yang
diberhentikan secara tidak prosedural memiliki dasar hukum untuk
menggugat keputusan tersebut ke eradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena
keputusan, keadilan prosedural juga berfungsi sebagai mekanisme
pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga
pemerintahan. Dengan adanya prosedur yang baku, peluang bagi aktor politik

untuk menggunakan pemberhentian kepala desa sebagai alat politik menjadi

semakin kecil.

10
3% Maria Farida Indrati,O.p. Cit., hlm. 164.
7 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer,
2083 him. 59.
* Moh, Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES,
2007, him. 211.
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Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan prosedural dalam
pemberhentian kepala desa bukan sekadar masalah teknis administrasi, tetapi
menyangkut legitimasi pemerintahan desa, rlindungan hak asasi warga
negara, dan penguatan prinsip negara hukum di tingkat lokal.** Oleh karena
itu, penelitian ini memandang penerapan keadilan prosedural sebagai salah
satu indikator utama keberlanjutan demokrasi di desa.

3. Teori check and balances

Teori check and balances atau keseimbangan kekuasaan merupakan
salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang
berfungsi sebagai mekanisme pencegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan oleh pihak-pihak yang memegang otoritas negara. Konsep ini lahir
dari gagasan pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang
diperkenalkan oleh filsuf dan pemikir politik Prancis, ontesquieu, dalam
karya monumental De ['Esprit des Lois (The Spirit of Laws) pada tahun 1748.
Dalam pandangannya, kebebasan politik hanya dapat terjamin jika kuasaan
negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan
yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dan berdiri secara
inclcf:pf:ndf.:n.'j'0

Prinsip ini tidak sekadar memisahkan fungsi antar-lembaga, tetapi juga

menciptakan mekanisme saling mengawasi sehingga setiap cabang kekuasaan

* Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif- Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta
P ing, 2009, him. 102.
“"Montesquieu, The Spirit of Laws, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, him. 157
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memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan membatasi cabang
kekuasaan lainnya agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu
tangan.41 Montesquieu menegaskan bahwa jika kekuasaan legislatif
digabungkan dengan kekuasaan eksekutif atau yudikatif tangan satu orang
atau lembaga, maka kebebasan rakyat akan hilang karena tidak ada
pembatasan terhadap tindakan sewenang-wenang.**

Oleh sebab itu, ia merumuskan prinsip le pouvoir arréte le pouvoir
(kekuasaan menghentikan kekuasaan) sebagai landasan bahwa kekuasaan
yang satu harus dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Pemikiran ini kemudian
menjadi acuan banyak negara dalam merancang konstitusinya, termasuk
Amerika Serikat yang mengadopsi prinsip check and balances secara
eksplisit dalam Konstitusi 1787 dengan memberikan hak-hak tertentu kepada
masing-masing cabang kekuasaan untuk mengoreksi, mengawasi, bahkan
membatalkan keputusan cabang kekuasaan lain.* Dalam perkembangan
selanjutnya, teori ini diakui tidak hanya sebagai doktrin politik, tetapi juga
sebagai asas konstitusional dan norma hukum yang mengikat dalam
penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara demokratis.

Prinsip pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu

tidak hanya dimaksudkan untuk membagi kekuasaan negara ke dalam

cabang-cabang yang terpisah, tetapi juga untuk membentuk suatu mekanisme

*! Ibid., him. 162.
J'fmi, hlm. 155,
** Harold J. Laski, The Grammar of Politics, London: George Allen & Unwin Ltd, 1925, him. 57.
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saling mengawasi yang efektif antar-cabang kekuasaan tersebut. Mekanisme
ini kemudian dikenal dengan istilah check and balances, yaitu tu sistem di
mana setiap cabang kekuasaan diberikan kewenangan tertentu untuk
mengontrol dan membatasi kekuasaan cabang lainnya agar tidak terjadi
dominasi sepihak yang berpotensi menimbulkan tirani.

Montesquieu menegaskan bahwa apabila kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif terpusat tangan satu orang atau satu badan, maka
kebebasan rakyat akan terancam karena tidak ada pembatasan terhadap
kekuasaan tersebut.*® Prinsip ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem
monarki absolut di Eropa pada abad ke-17 dan 18, di mana raja memegang
kekuasaan penuh tanpa mekanisme pengawasan.

Menurut Montesquieu, kebebasan politik hanya dapat terjamin jika
setiap cabang kekuasaan memiliki kemampuan untuk saling mengendalikan
dan membatasi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat bertindak
sewenang-wenang.” Dalam kerangka ini, check and balances bukan sekadar
pembagian fungsi pemerintahan, tetapi menciptakan hubungan saling
mengawasi (mutual control) yang dinamis.*®

Prinsip “le pouvoir arréte le pouvoir” atau “kekuasaan menghentikan

kekuasaan™ menjadi inti dari konsep ini, yang mengandaikan adanya interaksi

* Montesquieu, Loc., Cit, hlm. 156

45

mi., hlm. 157.

* Harold J. Laski, The Grammar of Politics, London: George Allen & Unwin Ltd, 1925, him. 60.
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aktif antar-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan ](é:'\w:nangan.'ﬂ

Bahkan dalam perkembangan modern, konsep ini diadopsi ak hanya di
tingkat nasional, tetapi juga di tingkat pemerintahan lokal, termasuk desa, di
mana hubungan antara legislatif desa (BPD) dan eksekutif desa (kepala desa)
harus dirancang agar seimbang, transparan, dan tidak menimbulkan dominasi
sepihak.*®

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan, penerapan check and balances
di Amerika Serikat sering dijadikan contoh paling konkret bagaimana
pembagian kekuasaan dilengkapi dengan mekanisme pengawasan timbal
balik yang efektif. nstitusi Amerika Serikat Tahun 1787 secara tegas
membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang legislatif, eksekutif, dan
yudikatif namun tidak berhenti pada pemisahan fungsi saja. Masing-masing
cabang kekuasaan diberikan instrumen pengawasan terhadap cabang
kekuasaan lainnya, seperti veto Presiden terhadap rancangan undang-
undang yang disahkan oleh Kongres, hak Kongres untuk mengesampingkan
veto tersebut dengan suara mayoritas dua pertiga, serta kewenangan

Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang atau tindakan

eksekutif yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.*

Model ini menciptakan keseimbangan dinamis, di mana tidak ada satu

cabang kekuasaan pun yang benar-benar dominan. Konsep ini kemudian

“" Montesquieu, Op. Cit., him. 162.
* {at Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
* Harold J. Laski, The Grammar of Politics, London: George Allen & Unwin Ltd, 1925, him. 57.
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diadopsi dan dimodifikasi oleh berbagai negara demokrasi modern, termasuk
Indonesia, yang mengintegrasikannya dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.” Meskipun konteks
sosial, politik, dan hukum Indonesia berbeda, prinsip yang mendasari tetap
sama, yakni mencegah sentralisasi kekuasaan dan memastikan adanya
mekanisme koreksi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jimly
Asshiddiqgie menegaskan bahwa check and balances tidak sekadar menjadi
teori politik, melainkan telah menjadi prinsip konstitusional yang wajib
diimplementasikan pada semua level pemerintahan, termasuk daerah dan
desa, demi menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan
kewenangan.”'

Dalam konteks Indonesia, sistem check and balances diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
amandemen. Amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip ini dengan
mengatur distribusi kewenangan antara lembaga-lembaga negara seperti
DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung.52 Hal ini
berbeda dengan periode sebelum amandemen, di mana terjadi konsentrasi

kekuasaan di tangan Presiden, yang pada masa Orde Baru berimplikasi pada

lemahnya pengawasan.

* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.
3 nn]y Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit., hlm. 112.
** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen
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Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip check and balances di Indonesia

tidak hanya berlaku antar-cabang kekuasaan negara, tetapi juga antara
lembaga-lembaga negara pada cabang kekuasaan yang sama.> Misalnya,
dalam kekuasaan legislatif terdapat hubungan saling mengawasi antara DPR
dan DPD. sementara di kekuasaan yudikatif terdapat hubungan antara
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dengan
demikian, sistem ini bersifat horizontal maupun vertikal.

Selain itu, check and balances juga relevan diterapkan pada tingkat
pemerintahan daerah dan desa. Dalam konteks desa, kepala desa sebagai
eksekutif desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
berfungsi sebagai legislatif desa.”* Mekanisme ini pada prinsipnya bertujuan
untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya,
jika mekanisme ini tidak disertai aturan yang jelas dan mekanisme
penyelesaian  sengketa yang adil, justru dapat menimbulkan
ketidakseimbangan kekuasaan.

D memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian kepala
desa, tetapi dalam perspekitif check and balances, kewenangan tersebut harus

diimbangi dengan mekanisme pengujian yang independen agar tidak

1:lisalahguna]-can.55 Jika tidak ada mekanisme judicial review atau forum

 Jimly Asshiddigie, Op., Cit, hlm. 112.
** Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
33 Ibid., Pasal 26 dan 29.
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penyelesaian sengketa yang netral, maka relasi kekuasaan menjadi timpang,
dan fungsi pengawasan berubah menjadi potensi dominasi.

Philipus M. Hadjon mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan,
fungsi pengawasan harus selalu diikuti oleh akuntabilitas dan mekanisme
koreksi.”® Tanpa mekanisme koreksi, check and balances hanya menjadi
konsep di atas kertas. Dalam konteks pemberhentian kepala desa, mekanisme
koreksi tersebut dapat berupa pengujian administratif atau peradilan tata
usaha negara.

Prinsip check and balances juga memiliki dimensi perlindungan hak
asasi manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan utama hukum adalah
melindungi kepentingan manusia, dan pembatasan kekuasaan merupakan
bagian dari perlindungan tersebut.’’ Artinya, check and balances bukan
sekadar mekanisme politik, tetapi juga sarana untuk menjamin bahwa
kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak
individu.

Dalam penerapannya, check and balances memerlukan prasyarat
penting, yaitu keterbukaan (transparency) dan keterlibatan publik (public

parr.ic'fpar.irm).sg Tanpa keterbukaan, pengawasan tidak dapat berjalan efektif

karena informasi publik menjadi terbatas. Sedangkan tanpa partisipasi publik,

* Philipus M. Hadjon, Op., Cit, him. 140.
5F"ip-t{: Rahardjo, flmu Hulum, Op., Cit., hlm. 25.
38 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op., Cit., hlm. 151.
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pengawasan hanya bersifat formal dan tidak mencerminkan aspirasi
masyarakat.

Pada tataran desa, check and balances antara kepala desa dan BPD
juga seharusnya mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan penting, termasuk pemberhentian kepala desa.”
Mekanisme ini dapat diwujudkan melalui musyawarah desa yang bersifat
terbuka dan terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap tindakan BPD dapat
dipertanggungjawabkan.

Kelemahan penerapan check and balances sering kali terjadi ketika
salah satu pihak memiliki kekuasaan politik atau dukungan yang lebih besar,
sehingga mekanisme pengawasan menjadi tidak efektif.® Dalam hal ini,
diperlukan penguatan aturan hukum yang memberikan batasan jelas, serta
lembaga independen yang mampu menengahi konflik kewenangan di tingkat
desa.

Maka, dalam konteks penelitian ini, teori check and balances akan
digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah hubungan
kewenangan antara BPD dan kepala desa sudah berjalan seimbang atau justru
timpang.61 Dengan kerangka ini, dapat dianalisis apakah usulan

pemberhentian kepala desa tanpa mekanisme judicial merupakan bentuk

pengawasan yang sah atau pelanggaran prinsip pembatasan kekuasaan.

59
17

Im. 154,

“ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 97.
o Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006,

him. 210.
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Dengan demikian, teori check and balances tidak hanya relevan untuk
menganalisis hubungan antar-lembaga negara di tingkat pusat, tetapi juga
sangat penting diterapkan dalam pemerintahan desa®® Hal ini untuk
memastikan bahwa kekuasaan di tingkat lokal dijalankan secara proporsional,
akuntabel, dan tetap dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi hak-hak

warga desa.

F. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi penelitian dengan judul “Pemberhentian Kepala Desa tanpa
Mekanisme Judicial: Studi Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa” antara lain ialah :

1. Pemeberhentian kepala desa adalah berakhirnya jabatan kepala desa karena

berbagai alasan seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, masa jabatan

yang berakhir, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak
7
lagi memenuhi syarat, melanggar larangan, hingga status sebagai terpidana
atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
2. Mekanisme judicial adalah merujuk pada prosedur hukum formal di mana
suatu tindakan pemerintah dapat diji oleh pengadilan, seperti mekanisme
Jjudicial review terhadap keputusan tata usaha negara atau peraturan

perundang-undangan yakni hak unfuk meminta pengujian legal

(toetsingsrecht) terhadap suatu norma atau keputusan dalam rangka

% Ibid., him. 212.
% Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip negara hukum.*

3. Studi yuridis adalah merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang
menekankan analisis terhadap norma-norma dan aspek-aspek hukum formal
melalui telaah perundang-undangan, teori hukum, dan dokumen hukum
lainnya untuk memahami dan menyelesaikan persoalan hukum secara
sistematis dan logis.”

4. Undang-undang adalah Undang-undang merupakan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden
dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Secara yuridis,
undang-undang berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan

bernegara dan menjadi landasan hukum bagi tindakan pemerintah maupun

66
warga negara.

G. Metodelogi Penelitian
1. Jenis dan sifat penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang

memfokuskan kajian pada norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas

* Istilah judicial control / judicial review atau hak untuk menguji norma hukum (toetsingsrecht)
merujuk pada mekanisme pengawasan secara hukum yang membolehkan pengadilan melakukan
pengujian terhadap produk [fBundang-undangan atau keputusan administrasi negara guna
memastikan kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi

% Yuridis merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji atau menelaah fakta-fakta yang berhubungan
dﬁaan norma-norma hukum,” menurut Prof. Satjipto Rahardjo

% Maria Farida Indrati, Op., Cit., him. 44,
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hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan

dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tuk
menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang
dapat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.ﬁ? Metode ini
tepat digunakan dalam kajian pemberhentian kepala desa oleh BPD tanpa

mekanisme judicial karena permasalahan yang dikaji berada dalam ranah
norma hukum dan regulasi ang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama bukan pada data
empiris di lapangan, melainkan pada konstruksi hukum yang berlaku untuk
kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan as-asas umum pemerintahan
yang baik dan prinsip negara hukum.®®

Sementara itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang
berarti penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai
tenman peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian
kepala desa, prosedur yang dilakukan oleh BPD, serta menganalisis
kesesuaiannya dengan teori dan asas hukum yang berlaku.” Sifat deskriptif
di sini dimaksudkan untuk memaparkan fakta hukum secara detail

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat

analitisnya diarahkan untuk mengkaji secara kritis kesesuaian antara aturan

" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13.

% Ehter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 35.

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 43
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hukum dan praktik pelaksanaannya. Dengan sifat penelitian yang deskriptif-
analitis ini, penulis dapat memaparkan ketentuan hukum positif yang ada
sekaligus melakukan penilaian terhadap kelemahan dan kekosongan hukum
yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran prinsip

keadilan prosedural.m

Sumber data
Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan
seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, P
No. 43 Tahun 2014, dan peraturan teknis terkait.

@ Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal, dan hasil penelitian

yang relevan dengan tema.

c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk
memperkuat pemahaman istilah.”

Teknik analisis data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan

(library research), yakni menelaah berbagai peraturan, literatur, dan dokumen

hukum yang relevan.” Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan

landasan konseptual dan normatif yang kuat sebelum melakukan analisis.

™ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing,
2006, hlm. 300.

" Indra Muchlis Adnan dkk, Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Is Indragiri, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, him. 24.

72 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.
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Bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu

menguraikan data secara sistematis berdasarkan peraturan dan teori hukum,
kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.”* Metode deduktif digunakan

karena dimulai dari prinsip atau kaidah hukum umum untuk menjawab

permasalahan hukum yang bersifat khusus dalam penelitian ini.

"* Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, him. 81.
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BAB I
TINJAUAN UMUM
A. Pengertian dan Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan

sa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki posisi fundamental
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan desa tidak hanya dipandang
sebagai satuan administratif semata, melainkan agai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki hak asal-usul serta kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam konteks negara yang
menganut prinsip desentralisasi, desa menjadi basis penting bagi penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Secara yuridis, ngertian desa ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.” Definisi ini menunjukkan bahwa desa memiliki dimensi sosial,
hukum, dan administratif sekaligus.

Dari perspektif historis, desa telah ada jauh sebelum terbentuknya negara

modern Indonesia. Para ahli menyatakan bahwa desa merupakan bentuk

™ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.
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organisasi masyarakat asli Nusantara yang memiliki sistem pemerintahan, hukum
adat, serta struktur sosial yang mandiri.” Oleh karena itu, pengaturan desa dalam
hukum positif Indonesia harus memperhatikan karakteristik lokal an nilai-nilai
kearifan tradisional yang hidup dalam masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan nasional, kedudukan desa mengalami dinamika
yang cukup panjang. Pada masa sentralisasi pemerintahan, desa cenderung
diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun, pasca
reformasi dan lahirnya kebijakan otonomi daerah, desa memperoleh penguatan
kewenangan melalui pengakuan terhadap asal-usul dan kewenangan lokal
berskala desa.”® Hal ini menandai rgeseran paradigma dari desa sebagai objek
pembangunan menjadi subjek pembangunan.

Kedudukan desa dalam struktur pemerintahan Indonesia bersifat unik karena
tidak sepenuhnya berada dalam rezim otonomi daerah seperti provinsi dan
kabupaten/kota. Desa memiliki otonomi yang bersumber dari ak asal-usul (self
governing community) sekaligus kewenangan administratif yang diberikan oleh
negara.' Dengan demikian, desa menempati posisi hibrid antara pemerintahan
lokal yang otonom dan bagian dari sistem pemerintahan nasional.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan terhadap desa merupakan

perwujudan dari prinsip negara hukum yang menghormati keberagaman sosial

dan budaya. Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

7 Soetardjo Kartoh@Bkoesoemo, Desa (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 15.
" Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 2011),

" Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Jakarta: Bina Aksara, 1991), 42.
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epublik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 1*1‘15153;511‘511{51‘[.-“'E Ketentuan
ini menjadi landasan konstitusional bagi eksistensi desa.

Lebih lanjut, desa memiliki fungsi strategis sebagai ujung tombak pelayanan
publik. Kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab langsung kepada
masyarakat dalam nyelengga:raan pemerintahan desa, pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.”’ Posisi ini
menjadikan desa sebagai arena terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.

Selain fungsi administratif, desa juga berperan sebagai ruang demokrasi lokal.
milihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat mencerminkan praktik
demokrasi yang paling dekat dengan rakyat.*” Melalui mekanisme ini, legitimasi
kepala desa bersumber dari kehendak masyarakat desa, sehingga setiap tindakan
yang berkaitan dengan pengangkatan maupun pemberhentiannya arus
memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam kerangka hubungan kelembagaan, desa memiliki struktur pemerintahan

yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD

berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi legislasi desa dan

" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
?qanifNurchulis, Lock., Cit., 67.
" Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press, 2015), 89.
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pengawasan terhadap kinerja kepala desa.™ Hubungan antara keduanya dirancang
dalam kerangka check and balance guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih

ditemukan berbagai persoalan, khususnya terkait relasi wenangan antara kepala
desa dan BPD. Tidak jarang terjadi konflik kelembagaan yang berujung pada
usulan pemberhentian kepala desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan
desa dalam sistem pemerintahan masih menghadapi tantangan dalam
implementasi prinsip negara hukum di tingkat lokal.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika mekanisme pemberhentian
kepala desa tidak disertai prosedur yang menjamin perlindungan hukum dan
keadilan prosedural. Padahal, sebagai pejabat publik yang dipilih secara
demokratis, kepala desa seharusnya memperoleh jaminan due process of law
dalam setiap tindakan administratif yang berpotensi merugikan jabatannya.®

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan
kedudukan desa dalam sistem pemerintahan menjadi sangat penting sebagai
landasan analisis terhadap mekanisme pemberhentian kepala desa. Kajian ini
diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tap berada dalam koridor

negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional.

SRR, 112.
%2 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1993), 134,
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B. Kewenangan Desa dan Kepala Desa
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak

asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pengakuan terhadap desa ini

menunjukkan bahwa negara memberikan ruang otonomi yang cukup luas kepada

desa sebagai entitas pemerintahan paling bawah. Dalam kerangka ketatanegaraan

Indonesia, desa tidak lagi dipandang semata sebagai objek pembangunan,

melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan atributif dari undang-

undang.*
Pengaturan mengenai desa secara komprehensif dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan

bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan berdasarkan hak

asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh

pemerintah, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah.™
Dengan konstruksi ini, desa ditempatkan sebagai entitas pemerintahan yang

memiliki ruang pengaturan sendiri dalam batas sistem pemerintahan nasional.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan yang

7
bersumber dari tradisi, adat istiadat, dan prakarsa masyarakat desa yang telah

hidup dan berkembang secara turun-temurun. Kewenangan ini mencerminkan

pengakuan negara terhadap keberagaman sosial dan budaya masyarakat desa di

% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal | angka 1.
* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.
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Indonesia.*® Dalam praktiknya, kewenangan ini dapat berupa pengelolaan tanah

kas desa, kelembagaan adat, maupun sistem pemerintahan lokal yang khas.
Selain kewenangan asal usul, desa juga memiliki kewenangan lokal berskala

desa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini
meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.*® Kewenangan

lokal ini menjadi instrumen penting bagi desa untuk menjalankan fungsi

pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.
Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala desa memegang peran
sentral sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa

berkedudukan  sebagai  kepala pemerintahan desa yang  bertugas
menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan
pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa.”” Kedudukan
ini menunjukkan bahwa kepala desa merupakan aktor wutama dalam
operasionalisasi kewenangan desa.

Secara yuridis, kewenangan kepala desa bersifat atributif karena langsung
diberikan oleh undang-undang. Kepala desa memiliki kewenangan untuk

memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, mengangkat  dan

memberhentikan perangkat desa, menetapkan peraturan desa bersama Badan

%5 Ehif Nurcholis, op., cit., hlm. 73.
% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19.
%7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).
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Permusyawaratan Desa (BPD), serta mengelola keuangan dan aset desa.™
Kewenangan yang luas ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efekfif
agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan kepala desa harus
dijalankan berdasarkan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang
baik (AUPB). Artinya, setiap tindakan kepala desa harus memiliki dasar hukum
yang jelas, dilakukan secara proporsional, serta tidak menyalahgunakan
kewenangan.” Prinsip ini penting untuk menjamin akuntabilitas merintahan
desa.

Hubungan antara kepala desa dan BPD pada dasarnya merupakan hubungan
kemitraan dalam kerangka check and balance di tingkat sa. BPD memiliki
fungsi legislasi desa, penampung aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan
terhadap kinerja kepala desa.” Dengan demikian, kewenangan kepala desa tidak
bersifat absolut karena berada dalam mekanisme pengawasan institusional.

Namun demikian, dalam praktik sering terjadi ketegangan kewenangan antara
kepala desa dan BPD, terutama dalam hal pengawasan dan pemberhentian kepala
desa. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengaturan batas kewenangan

masing-masing lembaga serta lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di

tingkat desa. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan desa.

E&dﬂg-ljndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2).
% Philipus M. Hadjon, op., cit., him. 134,
! Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55.
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a1

Dari perspektif nomi desa, kewenangan yang diberikan kepada desa
bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik dan eningkatkan partisipasi
masyarakat. Otonomi desa yang kuat diharapkan mampu mendorong
pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.”! leh karena itu, kepala desa
dituntut memiliki kapasitas manajerial dan integritas yang tinggi dalam
menjalankan kewenangannya.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dari
kewenangan kepala desa yang memiliki implikasi hukum signifikan. Kepala desa
bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang harus
dilaksanakan secara ansparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran.”” Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat berujung
pada sanksi administratif maupun pidana.

Selain kewenangan administratif, kepala desa juga memiliki fungsi
representatif sebagai pemimpin sosial masyarakat desa. Kepala desa diharapkan
mampu menjadi mediator konflik, penggerak partisipasi masyarakat, serta
penjaga harmoni sosial di desa. Fungsi ini memperlihatkan bahwa jabatan kepala
desa dak hanya bersifat birokratis, tetapi juga memiliki dimensi sosial-politik
yang kuat.

Dalam kerangka negara hukum, luasnya kewenangan kepala desa harus

diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Setiap kebijakan

‘matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press, 2015), 45.

% Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal

2.
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dan tindakan kepala desa harus dapat diuji secara administratif maupun yudisial
apabila menimbulkan kerugian hukum.”® Prinsip ini penting untuk mencegah
terjadinya pemerintahan desa yang sewenang-wenang.

Permasalahan muncul ketika pengaturan mengenai pengawasan dan
pemberhentian kepala desa belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan
hukum yang seimbang. Di satu sisi, kepala desa diberi kewenangan besar; di sisi
lain, mekanisme kontrol belum sepenuhnya menjamin due process of law.
Kondisi ini membuka ruang terjadinya konflik kewenangan dan potensi abuse of
power di tingkat desa.

Oleh karena itu, penguatan desain kewenangan desa dan kepala desa harus
diarahkan pada keseimbangan antara otonomi, akuntabilitas, dan kepastian
hukum. Penataan kewenangan yang proporsional serta mekanisme pengawasan
yang adil akan menjadi kunci terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis,

efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia.

C. Badan Permusyaratan Desa dan Kewenangannya
1. Pengertian dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa
Secara konseptual, BPD sering diposisikan sebagai lembaga
permusyawaratan yang memiliki karakter semi-legislatif di tingkat desa.
Artinya, meskipun tidak sepenuhnya menjalankan fungsi legislasi

sebagaimana lembaga legislatif formal, BPD tetap memiliki kewenangan

% Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005),
88.
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untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa.

Dalam konteks ini, BPD dapat dipandang sebagai “parlemen desa” yang
menjadi forum deliberasi bagi berbagai kepentingan masyarakat desa.™

Dalam perspektif teoritik, keberadaan BPD mencerminkan penerapan
prinsip demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Demokrasi partisipatif
enakankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan publik. BPD menjadi instrumen yang menjembatani hubungan
antara masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga aspirasi masyarakat
dapat terakomodasi secara institusional.”

Selain itu, BPD juga memiliki fungsi sebagai wadah artikulasi dan
agregasi kepentingan masyarakat desa. Artikulasi kepentingan berarti BPD
berperan dalam menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada
pemerintah desa, sedangkan agregasi kepentingan berarti BPD mengolah
berbagai aspirasi tersebut menjadi kebijakan yang dapat diterima secara
kolektif."

Sebagai lembaga yang berkedudukan sejajar dengan kepala desa, BPD
memiliki hubungan kemitraan (checks nd balances) dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. Hubungan ini mencerminkan adanya mekanisme
pengawasan dan pengimbangan kekuasaan di tingkat desa, sehingga tidak

terjadi pemusatan kekuasaan pada kepala desa. Dalam konteks ini, BPD

**@@matul Huda, op., cit., him. 110.
* Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), him. 287.
" Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008), him. 405.
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berperan sebagai lembaga kontrol yang memastikan bahwa kebijakan kepala

desa sesuai dengan kepentingan masyarakat.”’

Namun demikian, perlu dipahami bahwa kedudukan sejajar antara BPD
dan kepala desa tidak berarti adanya hubungan hierarkis atau subordinatif.
BPD tidak memiliki kewenangan eksekutif sebagaimana kepala desa,
melainkan lebih berperan dalam fungsi deliberatif, representatif, dan

pengawasan. Oleh karena itu, hubungan antara BPD dan kepala desa lebih
bersifat kemitraan fungsional daripada hubungan struktural.”

Dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan BPD dapat
dianalogikan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, meskipun dengan
kewenangan yang terbatas. Analogi ini didasarkan pada fungsi D dalam
pembentukan peraturan desa serta pengawasan terhadap pemerintah desa.
Namun demikian, BPD tidak memiliki kekuasaan legislasi penuh, karena
proses pembentukan peraturan desa tetap memerlukan persetujuan kepala
desa.”

Kedudukan BPD juga mencerminkan pengakuan terhadap prinsip
onorni desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Desa diberikan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam konteks ini, BPD

;ﬁif Nurcholis, Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 75.
" Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), him. 219.

*Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (Jakarta: Rajawali

Pers, 2010), him. 150.
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menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan otonomi desa yang
demokratis dan partisipatif.'™

Selain itu, kedudukan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat
desa juga memiliki implikasi terhadap legitimasi kebijakan desa. Setiap
kebijakan yang dihasilkan melalui proses musyawarah antara BPD dan kepala
desa memiliki legitimasi yang lebih kuat karena melibatkan representasi
masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang
menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan.'""

Dalam praktiknya, kedudukan BPD seringkali menghadapi berbagai
tantangan, seperti keterbatasan kapasitas anggota, minimnya pemahaman
terhadap tugas dan fungsi, serta adanya dominasi kepala desa dalam
pengambilan keputusan. Tantangan ini menunjukkan bahwa secara empiris,
kedudukan BPD belum sepenuhnya optimal sebagaimana yang diharapkan
dalam kerangka normatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan

kelembagaan BPD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

penguatan regulasi, serta peningkatan partisipasi 1'1‘1&53,{&1‘El,ka‘[.m2

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian integral

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan

"% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang [El
"' Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 268.

102

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, op., cit., hlm. 132,
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akuntabel. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, fungsi BPD ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menempatkan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
desa, khususnya dalam aspek permusyawaratan, representasi, dan
pengawasan. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa BPD
11

bukan sekadar lembaga formal, melainkan memiliki peran substantif dalam
menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat desa.

Salah satu fungsi utama BPD adalah fungsi pembahasan dan
penyepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi ini
mencerminkan peran BPD dalam proses pembentukan norma hukum di
tingkat desa. Peraturan desa sebagai produk hukum lokal menjadi instrumen
penting dalam mengatur kehidupan masyarakat desa, sehingga keterlibatan
BPD dalam proses pembentukannya merupakan bentuk konkret dari
demokrasi deliberatif. Dalam konteks ini, BPD tidak hanya berperan sebagai
pihak yang memberikan persetujuan, tetapi juga sebagai forum diskursus yang
menampung berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat sebelum suatu
kebijakan ditetapl{arl.103

Selain itu, BPD juga memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi
masyarakat desa. Fungsi ini menempatkan BPD sebagai jembatan antara

masyarakat dengan pemerintah desa. Aspirasi masyarakat yang beragam, baik

dalam bentuk kebutuhan pembangunan, kritik terhadap kebijakan, maupun

' Ni'matul Huda, op., cit., him. 115.
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usulan program, diserap oleh BPD untuk kemudian disampaikan kepada

kepala desa. Dengan demikian, BPD berperan dalam memastikan bahwa

kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa mencerminkan kebutuhan dan

kepentingan masyarakat secara luas. Fungsi ini sangat penting dalam

mewujudkan pemerintahan desa yang responsif dan inklusif.'"*

Fungsi berikutnya yang tidak kalah penting adalah ngsi pengawasan
terhadap kinerja kepala desa. Dalam menjalankan fungsi ini, BPD memiliki
peran untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa berjalan
sesuai gan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD mencakup
berbagai aspek, termasuk pelaksanaan peraturan desa, pengelolaan keuangan
desa, serta implementasi program pembangunan. Fungsi pengawasan ini
merupakan manifestasi dari nsip checks and balances di tingkat desa, yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala

105
desa.

am perspektif hukum administrasi negara, fungsi pengawasan yang
dijalankan oleh BPD dapat dikategorikan sebagai bentuk pengawasan internal
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun tidak memiliki
kewenangan represif seperti lembaga pengawas eksternal, BPD tetap memiliki

peran strategis dalam memberikan rekomendasi, kritik, dan evaluasi terhadap

kebijakan kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD

"% Miriam Budiardjo, op., cit., him. 407
"% Hanif Nurcholis, op., eit., him. 78.
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lebih bersifat preventif dan korektif, dengan ftujuan menjaga agar

pemerintahan desa tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan

publik.'®

Lebih lanjut, fungsi BPD juga mencerminkan penerapan prinsip
demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Melalui BPD, masyarakat desa

memiliki ruang untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam

proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada
pemilihan anggota BPD, tetapi juga dalam proses penyampaian aspirasi dan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dengan demikian, BPD
berperan sebagai institusi yang memperkuat legitimasi kebijakan publik di

tingkat desa, karena setiap kebijakan yang dihasilkan melibatkan representasi

107
masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi BPD dalam praktik tidak selalu

berjalan optimal. Berbagai kendala seringkali dihadapi, seperti keterbatasan
kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan
fungsi, serta minimnya dukungan anggaran. Selain itu, dalam beberapa kasus,

hubungan antara BPD dan kepala desa tidak berjalan harmonis, sehingga

1
menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi BPD. Kondisi in1 menunjukkan

adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa.'’®

106 Ridwan HR, op., cn hlm. 222
"7 Jimly Asshiddiqie, op., cit., hlm. 290.
1% Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, ap., cit,. hlm. 135,
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Meskipun demikian, fungsi BPD tetap memiliki arti penting dalam
sistem emerintahan desa. Keberadaan BPD sebagai lembaga yang
menjalankan fungsi permusyawaratan, penyaluran aspirasi, dan pengawasan
merupakan wujud nyata dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan
desa yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh
karena itu, penguatan fungsi BPD menjadi salah satu langkah strategis dalam
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.

3. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Salah satu kewenangan utama BPD adalah membahas dan menyepakati
rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kewenangan ini
menempatkan BPD sebagai aktor penting dalam proses pembentukan norma
hukum di tingkat desa. Dalam praktiknya, setiap rancangan raturan desa
yang diajukan oleh kepala desa harus melalui pembahasan bersama BPD
sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Proses ini mencerminkan adanya
mekanisme deliberatif yang mengedepankan musyawarah mufakat sebagai
ciri khas demokrasi desa. Dengan demikian, BPD memiliki peran strategis
dalam emastikan bahwa setiap peraturan desa yang dihasilkan tidak hanya
sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat.m

Selain kewenangan dalam bidang legislasi desa, BPD juga memiliki

kewenangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan ini menjadikan BPD sebagai saluran formal bagi masyarakat

"% Ni'matul Huda, op., cit., him. 118.
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desa untuk menyampaikan berbagai kepentingan, baik yang berkaitan dengan
pembangunan, pelayanan publik, maupun kebijakan desa lainnya. Dalam
menjalankan kewenangan ini, BPD dituntut untuk aktif melakukan
komunikasi dengan masyarakat, baik melalui forum musyawarah desa

maupun interaksi langsung dengan warga. Aspirasi yang dihimpun kemudian
menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah

110
desa.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh BPD adalah melakukan

pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pengawasan ini mencakup berbagai

aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan peraturan

desa, pengelolaan keuangan desa, serta implementasi program pembangunan.

11
Dalam konteks ini, BPD berperan sebagai lembaga kontrol yang bertujuan

untuk memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD bersifat

preventif dan korektif, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya

penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.'"'

Lebih lanjut, BPD juga memiliki kewenangan yang berkaitan dengan
proses demokrasi desa, khususnya dalam pemilihan kepala desa. BPD

berwenang membentuk panitia pemilihan kepala desa serta mengawasi

jalannya proses pemilihan agar berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

"% Miriam Budiardjo, op., eit., him. 410.
""" Hanif Nurcholis, op., eit., him. 82.
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Kewenangan ini menunjukkan bahwa BPD memiliki peran penting dalam

menjaga integritas demokrasi di tingkat desa. Selain itu, BPD juga dapat

7
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kepada bupati
atau wali kota melalui camat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini
merupakan bentuk penguatan fungsi kontrol BPD terhadap kepala desa

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di desa.'"*

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan BPD dapat
dipahami sebagai kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-
undang. Artinya, kewenangan tersebut melekat pada BPD sebagai lembaga

desa dan tidak bergantung pada pelimpahan dari lembaga lain. Dengan

demikian, BPD memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menjalankan

tugas dan fungsinya. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus

dilaksanakan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan

dengan kepala desa atau lembaga lainnya.'"”

Meskipun secara normatif kewenangan BPD telah diatur dengan cukup

jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat
pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia anggota BPD, yang seringkali belum memiliki

pemahaman yang memadai mengenai tugas dan kewenangannya. Selain itu,

faktor hubungan yang kurang harmonis antara BPD dan kepala desa juga

"2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
13 5 :
Ridwan HR, ap., cit., hlm. 225,
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dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan BPD. Dalam
beberapa kasus, dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan
menyebabkan BPD tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara
optimal.“d'

Dengan demikian, kewenangan BPD memiliki peran yang sangat
penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan
akuntabel. Melalui kewenangan yang dimilikinya, BPD diharapkan mampu
menjadi lembaga yang tidak hanya mewakili kepentingan masyarakat, tetapi
juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat desa.
eh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan BPD, baik melalui

peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penguatan regulasi, agar

kewenangan yang dimiliki dapat dijalankan secara efektif dan optimal.

"4 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, ap., cit., hlm. 138,
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(8]
BABIII

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum mengenai Pemberhentian Kepala Desa atas Usulan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa

Desa sebagai satuan pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Eksistensi

1
desa tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif semata, melainkan

juga agai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul, tradisi,
serta otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Pengakuan terhadap desa sebagai entitas otonom ini semakin dipertegas dengan
lahirnya dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa secara
mandiri, demokratis, dan partisipatif.'"”

Dalam konstruksi Undang-Undang Desa tersebut, Kepala Desa
memegang peranan sentral sebagai pemimpin pemerintahan desa yang memiliki

kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan ma,sya:r:alka,t.116 Kedudukan

"> Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011,
hirfEHs.
"% Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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Kepala Desa tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai figur yang
menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Oleh karena itu, Kepala Desa
memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan desa yang baik (good governance), yang ditandai dengan

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masya:rakat.m

Namun demikian, besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa
berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) apabila
tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks

ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah merancang sistem checks and
balances di tingkat desa melalui keberadaan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki

fungsi strategis dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta melakukan pengawasan
terhadap kinerja Kepala Desa.''™

Peran pengawasan yang dimiliki oleh BPD menjadi sangat penting
dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan

prinsip demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi. Dalam praktiknya, BPD tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga legislasi desa, tetapi juga sebagai kontrol sosial dan politik terhadap

kebijakan serta tindakan Kepala Desa. Dengan demikian, keberadaan BPD

"7 Taliziduhu Ndraha, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 112.
"% Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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merupakan instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa.'"”

Salah satu bentuk konkret dari fungsi pengawasan BPD adalah
6

kewenangannya dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa. Kewenangan

ini merupakan bagian dari mekanisme korektif terhadap Kepala Desa yang

7
dianggap tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, BPD tidak memiliki
kewenangan untuk memberhentikan Kepala Desa secara langsung, melainkan

hanya sebatas mengusulkan kepada Bupati/Wali Kota sebagai pejabat yang

berwenang mengambil keputusan administratif,'*

Pengaturan mengenai pemberhentian Kepala Desa dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan

sistem pemerintahan desa yang akuntabel dan responsif terhadap kepentingan
masyarakat. Pemberhentian Kepala Desa tidak dapat dilakukan secara

sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur yang jelas dan
berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum. Hal ini mencerminkan
penerapan prinsip negara hukum (rechstaat) dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa, di mana setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan

pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. 121

"9 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia, Yogyakarta: FH UTI Press,
2015, hlm. 89.

12 pasal 4043 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa.

! Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, him. 72.
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Meskipun secara normatif mekanisme pemberhentian Kepala Desa telah
diatur dengan cukup jelas, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai
permasalahan. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah konflik
antara BPD dan Kepala Desa yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan
politik maupun personal. lam beberapa kasus, usulan pemberhentian Kepala
Desa oleh BPD tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan objektif dan
hukum, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik lokal.'” Hal ini tentu
dapat mengganggu stabilitas pemerintahan desa dan menghambat pelaksanaan
pembangunan.

Selain itu, terdapat pula persoalan terkait kapasitas kelembagaan BPD
dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Tidak semua anggota BPD memiliki
pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum pemerintahan desa,
sehingga dalam menjalankan kewenangannya, termasuk dalam mengusulkan
pemberhentian Kepala Desa, sering kali tidak didukung oleh argumentasi
hukum yang kuat dan bukti yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan
sengketa administratif maupun hukum yang berkepanjangan.'*

Di sisi lain, mekanisme pemberhentian Kepala Desa juga harus
memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap Kepala Desa
sebagail subjek hukum. Kepala Desa berhak mendapatkan Easempatan untuk
memberikan klarifikasi atau pembelaan atas tuduhan yang diajukan. Hal ini

merupakan bagian dari prinsip due process of law yang harus dijunjung tinggi

g Ihid., hlm. 145,
' Ni'matul Huda, Op.Cit., him. 132.
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dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif oleh pemerintah.'[]
Dengan demikian, keseimbangan antara fungsi pengawasan BPD dan
perlindungan hukum terhadap Kepala Desa menjadi hal yang sangat penting
untuk diperhatikan.
1. Dasar Hukum Emberhentian Kepala Desa
Pengaturan mengenai pemberhentian Kepala Desa dalam sistem
hukum Indonesia merupakan bagian penting dari upaya enciptakan tata
kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara
hukum. Dalam kerangka normatif, ketentuan mengenai pemberhentian
Kepala Desa diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 43.'*
Pengaturan ini kemudian diperinci lebih lanjut dalam peraturan pelaksana,
seperti Iaturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur teknis penyelenggaraan

pemerintahan desa.'”

Secara yuridis, pemberhentian Kepala Desa merupakan bentuk
tindakan administrasi pemerintahan g dilakukan oleh pejabat yang
berwenang, yaitu Bupati/Wali Kota. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala

Desa berada dalam struktur pemerintahan daerah, sehingga pengangkatan

12 pasal 4043 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa.
'* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
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dan pemberhentiannya merupakan bagian dari kewenangan administratif

pemerintah daerah.'”® Dalam perspektif hukum administrasi negara,

tindakan pemberhentian tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, yakni

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).'”’

ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas mengatur bahwa
Kepala Desa berhenti karena tiga alasan utama, yaitu;'*®

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; dan

c. diberhentikan.

Dari ketiga alasan tersebut, kategori “diberhentikan” merupakan
bentuk pemberhentian yang bersifat administratif dan memerlukan proses
serta mekanisme tertentu. Pemberhentian dalam kategori ini dapat terjadi
apabila Kepala Desa memenuhi kondisi-ondisi tertentu yang telah
ditentukan oleh undang-undang.

ebih lanjut, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
disebutkan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan karena beberapa
9

.12
alasan, antara lain;

a. berakhirnya masa jabatan;

"% Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, him. 121.
127 Ridwan op., cit., him. 90.

'8 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

'* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; serta
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
Larangan tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Desa yang
mencakup, antara lain, penyalahgunaan wewenang, melakukan tindakan

diskriminatif, meresahkan masyarakat, serta terlibat dalam praktik korupsi,

- - 130
kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, pemberhentian Kepala Desa juga dapat dilakukan apabila
yang bersangkutan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan

1

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."’' Ketentuan ini

menunjukkan bahwa aspek hukum pidana juga dapat menjadi dasar
pemberhentian Kepala Desa, khususnya apabila tindak pidana yang
dilakukan berkaitan dengan integritas dan kepercayaan publik. Dengan
demikian, pemberhentian Kepala Desa tidak hanya didasarkan pada aspek
administratif, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh aspek yuridis lainnya,
seperti hukum pidana dan etika pemerintahan.

Dalam konteks hubungan kelembagaan, Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) memiliki peran penting dalam proses pemberhentian Kepala

Desa, yaitu sebagai pihak yang dapat mengusulkan pemberhentian kepada

139 pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"I Pasal 41 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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132 Kewenangan ini merupakan bagian dari fungsi

Bupati/Wali Kota.
pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun
demikian, perlu ditegaskan bahwa usulan BPD tidak bersifat mengikat

secara langsung, melainkan harus melalui proses verifikasi dan evaluasi

oleh Bupati/Wali Kota sebagai pejabat yang berwenang mengambil
keputusan akhir."*”

Pengaturan ini mencerminkan adanya mekanisme checks and
balances dalam pemerintahan desa, di mana BPD berfungsi sebagai
lembaga pengawas, sedangkan Bupati/Wali Kota bertindak sebagai otoritas
administratif yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan
pemberhentian. lam perspektif hukum tata negara, mekanisme ini
merupakan bentuk pengawasan horizontal dan vertikal yang bertujuan

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa.'**

Lebih lanjut, dalam eraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
dijelaskan bahwa sebelum dilakukan pemberhentian, Kepala Desa dapat
dikenai pemberhentian sementara apabila sedang menjalani proses hukum
atau diduga melakukan pelanggaran berat.'* Pemberhentian sementara ini

bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa serta memastikan

bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak yang

'* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
'33matul Huda, Op., Cit, hlm. 134.
'3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, him.

213.
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bersangkutan. Setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, barulah dapat dilakukan pemberhentian secara definitif.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan hukum mengenai
pemberhentian Kepala Desa sering kali menghadapi berbagai tantangan,
terutama terkait dengan interpretasi terhadap alasan pemberhentian dan
prosedur yang harus ditempuh. Oleh karena itu, penting untuk memahami
bahwa tiap tindakan pemberhentian harus dilakukan secara hati-hati dan
berdasarkan bukti yang cukup, guna menghindari terjadinya
penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu."

Selain itu, pemberhentian Kepala Desa juga harus memperhatikan
prinsip perlindungan hukum terhadap individu yang bersangkutan. Dalam
hal ini, Kepala Desa memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan
membela diri, baik dalam proses pemeriksaan oleh BPD maupun dalam
proses evaluasi oleh Bupati/Wali Kota. Hal ini sejalan dengan prinsip due
process of law yang menghendaki adanya prosedur yang adil dan
transparan dalam setiap tindakan pemerintahan.'[]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum
pemberhentian Kepala Desa di Indonesia tlah diatur secara komprehensif
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan
pelaksananya. Pengaturan tersebut tidak hanya mencakup alasan-alasan
pemberhentian, tetapi juga mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh.

2. Peran BPD dalam Usulan Pemberhentian Kepala Desa
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pilar

penting dalam struktur pemerintahan desa yang berfungsi sebagai lembaga
perwakilan masyarakat desa. Keberadaan BPD dalam Undang-Undang

(60
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksudkan untuk mewujudkan

prinsip demokrasi di tingkat desa melalui mekanisme representasi,

partisipasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
desa.'” Dalam konteks ini, BPD tidak hanya berperan sebagai mitra

Kepala Desa dalam pembentukan peraturan desa, tetapi juga sebagai
lembaga pengawas yang memiliki kewenangan strategis dalam menjaga
akuntabilitas pemerintahan desa.

Salah satu bentuk konkret dari fungsi pengawasan BPD adalah
kewenangannya dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa.
Kewenangan merupakan manifestasi dari prinsip checks and balances
dalam sistem pemerintahan desa, di mana kekuasaan Kepala Desa tidak
bersifat absolut, melainkan dibatasi dan diawasi oleh lembaga lain yang

mewakili kepentingan masyarakat.'*®

Dengan demikian, BPD berfungsi
sebagai instrumen kontrol yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan
kewenangan oleh Kepala Desa.

Secara normatif, fungsi dan kewenangan BPD diatur dalam Pasal 55

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa BPD

memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

'3 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
' Ni'matul Huda, op., cit., him. 98,
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bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
desa, serta gelakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa."’ Fungsi
pengawasan ini menjadi dasar hukum bagi BPD untuk melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa, termasuk dalam
hal terdapat dugaan pelanggaran terhadap tentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPD memiliki
kewenangan untuk meminta keterangan kepada Kepala Desa mengenai
penyelenggaraan pemerintahan desa.”® Kewenangan ini memungkinkan

BPD untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka menilai

apakah Kepala a telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya
pelanggaran, BPD dapat mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk
memberikan rekomendasi atau bahkan mengusulkan pemberhentian pala
Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD tidak dapat dilakukan
secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan
yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, seperti

pelanggaran terhadap larangan Kepala Desa, tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Kepala Desa, atau tidak mampu menjalankan tugasnya secara

'3 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"% Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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berkelanjumn.m Oleh karena i, sebelum mengajukan usulan
pemberhentian, BPD harus melakukan proses klarifikasi dan verifikasi
terhadap dugaan pelanggaran tersebut, guna memastikan bahwa tindakan
yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif.

Proses pengambilan keputusan dalam BPD terkait wusulan
pemberhentian Kepala Desa pada umumnya dilakukan melalui mekanisme
musyawarah dalam rapat BPD. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi

deliberatif yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di tingkat

0 Keputusan untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa

desa.
biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara rapat yang disertai dengan
alasan dan bukti pendukung. Dokumen tersebut kemudian disampaikan
kepada Bupati/Wali Kota sebagai dasar untuk melakukan evaluasi lebih
lanjut.

Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa BPD tidak memiliki
kewenangan untuk memberhentikan Kepala Desa secara langsung.
Kewenangan tersebut tetap berada di tangan Bupati/Wali Kota sebagai
pejabat administrasi pemerintahan yang bervwanang.”’1 Dengan demikian,
peran BPD dalam proses pemberhentian Kepala Desa bersifat sebagai

pengusul (initiator), bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Hal ini

'3 pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

0 Hanif N{EEE®

lis, Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa, Jakarta: Grasindo, 2011, hlm. 76.

"*! Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga
desa dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan desa.

Dari perspektif hukum administrasi negara, usulan pemberhentian
Kepala Desa oleh BPD dapat dipandang sebagai bagian dari proses
administratif yang harus memenuhi prinsip-prinsip umum pemerintahan
yang baik (AUPB), seperti asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas

Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh BPD

akuntabilitas.'*

harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan BPD
dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sering kali nghadapi
berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik
kepentingan antara BPD dan Kepala Desa, yang dapat dipengaruhi oleh
dinamika politik lokal."® Dalam beberapa kasus, usulan pemberhentian
Kepala Desa tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum,
melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor subjektif, seperti perbedaan
kepentingan atau rivalitas politik. Hal in1 tentu dapat mengganggu stabilitas
pemerintahan desa dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, kapasitas kelembagaan BPD juga menjadi faktor yang

menentukan efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut. Tidak semua

anggota BPD memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum

Hf Ridwan HR, op., cit., hlm. 110.
3 Ni’'matul Huda, Op.Cit., hlm. 145,

65



dan administrasi pemerintahan desa, sehingga dalam menjalankan fungsi
pengawasan, termasuk dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa,
sering kali mengalami kendala.'"* Oleh karena itu, diperlukan upaya
peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendidikan dan pelatihan yang
berkelanjutan.

Di sisi lain, dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, BPD
juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum terhadap Kepala
Desa. Kepala Desa berhak untuk mendapatkan kesempatan memberikan

klarifikasi atau pembelaan atas tuduhan yang diajukan. Hal ini merupakan

bagian dari prinsip due process of law yang harus dijunjung tinggi dalam
setiap proses pengambilan keputusan administratif.'* Dengan demikian,

peran BPD dalam usulan pemberhentian Kepala Desa harus dilaksanakan

secara proporsional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

. Prosedur Pemberhentian Kepala Desa atas Usulan BPD

Pemberhentian Kepala Desa merupakan bagian dari mekanisme
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan
untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam

sistem hukum Indonesia, prosedur pemberhentian Kepala Desa tidak dapat

dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui tahapan-

“§E., him. 152.

'3 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, him.

56.

66



tahapan yang jelas dan terstruktur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta peraturan pelaksananya.l'iﬁ alam hal ini, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sebagai pengusul
pemberhentian, sementara keputusan akhir tetap berada pada Bupati/Wali
Kota sebagai pejabat yang berwenang.

Secara umum, prosedur pemberhentian Kepala Desa atas usulan BPD
diawali ngan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala
Desa. Dugaan pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap

larangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa,

ketidakmampuan menjalankan tugas secara berkelanjutan, atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.'"’

Dalam tahap awal ini, BPD
menjalankan fungsi pengawasannya dengan melakukan identifikasi
terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa.

Setelah adanya indikasi pelanggaran, BPD melakukan langkah
klarifikasi dan pengumpulan data. Pada tahap ini, BPD berwenang
meminta keterangan kepada Kepala Desa serta mengumpulkan bukti-bukti

yang relevan.'™ Proses klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa

dugaan pelanggaran tidak bersifat sepihak, melainkan didasarkan pada

146 pasal 4043 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa.
"7 Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"% Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif hukum

administrasi negara, tahapan ini mencerminkan penerapan asas kecermatan
dan asas objektivitas dalam pengambilan keputusan.l‘w

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan rapat BPD untuk membahas
hasil klarifikasi dan menentukan sikap terhadap dugaan pelanggaran
tersebut. Rapat BPD merupakan forum deliberatif yang menjadi dasar
pengambilan keputusan secara kolektif.”® Dalam rapat tersebut, anggota
BPD membahas apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa
cukup serius untuk diajukan sebagai usulan pemberhentian. Keputusan
biasanya diambil melalui musyawarah mufakat atau mekanisme voting
sesuai dengan tata tertib BPD.

Apabila dalam rapat BPD disepakati untuk mengusulkan
pemberhentian Kepala Desa, maka keputusan tersebut dituangkan dalam
bentuk berita acara yang memuat alasan-alasan hukum serta bukiti
pendukung. Selanjutnya, BPD menyampaikan usulan pemberhentian
tersebut kepada Bupati/Wali Kota melalui camat sebagai perpanjangan
tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan.'' Penyampaian usulan ini

harus dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung

yang memadai, guna memudahkan proses evaluasi oleh pemerintah daerah.

'Y Ridwan HR, op., cit., him. 115.
'5“11'1'Nurcholis, Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa, op., cit., him. 82.
'*! Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
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Setelah menerima usulan dari BPD, Bupati/Wali Kota melakukan

verifikasi dan evaluasi terhadap usulan tersebut. Dalam tahap ini,
Bupati/Wali Kota dapat meminta klarifikasi tambahan baik dari BPD
maupun dari epala Desa yang bersanglmta,n.152 Kepala Desa diberikan
kesempatan untuk memberikan pembelaan atau penjelasan atas tuduhan
yang diajukan, sebagai bentuk perlindungan hukum dan penerapan prinsip

.'*? Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa

due process of law.
keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

Dalam hal tertentu, apabila Kepala Desa diduga melakukan
pelanggaran berat atau sedang menjalani proses hukum, Bupati/Wali Kota
dapat menjatuhkan pemberhentian sementara.'”* Pemberhentian sementara
ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa serta mencegah
terjadinya konflik kepentingan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Apabila kemudian terbukti bahwa Kepala Desa telah melakukan
pelanggaran sebagaimana dituduhkan, maka Bupati/Wali Kota dapat
menetapkan pemberhentian secara definitif.

Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak terdapat
cukup bukti untuk mendukung usulan pemberhentian, maka Bupati/Wali
Kota dapat menolak usulan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa usulan

BPD tidak bersifat mengikat secara otomatis, melainkan harus melalui

Ihid.
Philipus M. Hadjon, op., cit., hlm. 60.
15% Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
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proses penilaian administratif yang objektif oleh pejabat yang
berwenang.'™ Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan adanya
keseimbangan kewenangan antara BPD sebagai pengawas dan Bupati/Wali
Kota sebagai pengambil keputusan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, seluruh proses
pemberhentian Kepala Desa harus memenuhi asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas legalitas, asas keterbukaan,
asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.'”® Setiap tahapan dalam
prosedur pemberhentian harus dilakukan secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara administratif.

Namun demikian, dalam praktiknya, prosedur pemberhentian Kepala
Desa atas usulan BPD sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu
kendala utama adalah kurangnya pemahaman BPD terhadap prosedur
hukum yang harus ditempuh, sehingga usulan pemberhentian tidak disertai
dengan bukti yang kuat atau tidak melalui mekanisme yang benar."’ Selain
itu, faktor politik lokal juga sering memengaruhi proses ini, sehingga
berpotensi menimbulkan konflik antara BPD dan Kepala Desa.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman teknis yang lebih rinci

serta peningkatan kapasitas kelembagaan BPD agar dapat menjalankan

kewenangannya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum. D1

155 Ni*matul Hua op., cit., him. 140
1% Ridwan HR, Op.Cit., him. 120.
'*T Ni'matul Huda, Op.Cit., him. 148.
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sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap usulan
pemberhentian diproses secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh
kepentingan tertentu.

Dengan demikian, prosedur pemberhentian Kepala Desa atas usulan
BPD merupakan mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas
pemerintahan desa. Namun, keberhasilan implementasinya sangat
bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum, integritas para pihak
yang terlibat, serta adanya pengawasan yang efektif dari pemerintah

daerah.

. Prinsip Hukum dalam Pemberhentian Kepala Desa

Pemberhentian Kepala Desa sebagai bagian dari tindakan
pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum yang

menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara hukum (rechsstaat). Dalam

konteks ini, setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat
pemerintahan, termasuk pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati/Wali
Kota atas usulan Badan Permusyawaratan Desa, harus berlandaskan pada

prinsip-prinsip hukum vyang menjamin keadilan, kepastian, dan

kemanfaatan.">® Oleh karena itu, pemberhentian Kepala Desa tidak semata-
(66

mata dipandang sebagai tindakan administratif biasa, melainkan sebagai

proses hukum yang harus tunduk pada norma dan prinsip hukum yang

berlaku.

'8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, him.

56.
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Salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam
20
pemberhentian Kepala Desa adalah asas legalitas. Asas in1 menghendaki

bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang

'*¥ Dalam hal ini, Undang-

jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dasar hukum
mengenai alasan dan mekanisme pemberhentian Kepala Desa. Namun
demikian, penerapan asas legalitas dak hanya berhenti pada keberadaan
norma hukum, tetapi juga pada ketepatan dalam menafsirkan dan
menerapkan norma tersebut dalam praktik.

Selain asas legalitas, prinsip due process of law juga menjadi elemen

penting dalam pemberhentian Kepala Desa. Prinsip ini menuntut adanya
prosedur yang adil dan transparan dalam setiap proses pengambilan
keputusan yang berdampak pada hak dan kedudukan seseorang.'® Kepala
Desa sebagai subjek hukum memiliki hak untuk mengetahui tuduhan yang
dialamatkan kepadanya, memberikan klarifikasi, serta memperoleh
kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian
ditetapkan. Tanpa adanya jaminan terhadap prosedur yang adil,
pemberhentian Kepala Desa berpotensi menjadi tindakan yang sewenang-
wenang (abuse of power).

Selanjutnya, prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik

(AUPB) juga harus menjadi pedoman dalam proses pemberhentian Kepala

1% Ridwan HR, ap., cit., him. 67.
""" Philipus M. Hadjon, op., cit., him. 52.
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Desa. Prinsip-prinsip seperti asas kecermatan, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, dan asas akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan
yang diambil oleh pejabat pemerintahan didasarkan pada pertimbangan

61

yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.'®’ Dalam

konteks ini, usulan pemberhentian oleh BPD maupun keputusan
pemberhentian oleh Bupati/Wali Kota harus didasarkan pada bukti yang
kuat dan melalui proses yang transparan.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, mekanisme
pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 cenderung menempatkan proses tersebut dalam ranah
administratif semata. Keputusan pemberhentian sepenuhnya berada di
tangan Bupati/Wali Kota sebagai pejabat eksekutif, dengan BPD sebagai
pengusul.'”  Kondisi ini menimbulkan persoalan dari perspektif
perlindungan hukum, khususnya terkait dengan independensi dan
objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, keputusan administratif yang bersifat final dari
pejabat eksekutif berpotensi dipengaruhi oleh faktor non-hukum, seperti

kepentingan politik, relasi kekuasaan, maupun tekanan sosial.'™ Oleh

karena ifu, jika mekanisme pemberhentian Kepala Desa hanya bergantung

6! Ridwan R, Op. Cit., him. 89.
'ﬁf Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
'®* Ni’'matul Huda, op., cit., him. 150
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pada proses administratif, maka terdapat risiko terjadinya ketidakadilan dan

pelanggaran terhadap hak-hak Kepala Desa sebagai individu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu adanya penguatan dimensi
yudisial dalam mekanisme pemberhentian Kepala Desa. Artinya, selain
melalui proses administratif, harus tersedia mekanisme pengujian atau
kontrol h lembaga peradilan (judicial review atau peradilan tata usaha
negara) terhadap keputusan pemberhentian tersebut.'® al ini sejalan
dengan prinsip negara hukum yang menempatkan peradilan sebagai
lembaga independen yang berfungsi mengontrol tindakan pemerintahan.

Dalam konteks hukum Indonesia, sebenarnya telah tersedia
mekanisme melalui Iadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi pihak yang
dirugikan oleh keputusan administratif pemerintah.'® Kepala Desa yang
diberhentikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Bupati/Wali
Kota abila dianggap bertentangan dengan hukum atau melanggar asas-
asas umum pemerintahan yang baik. Namun demikian, mekanisme ini
bersifat reaktif, artinya baru dapat dilakukan setelah keputusan
pemberhentian ditetapkan.

Idealnya, dalam rangka menjamin keadilan prosedural (procedural
Justice), dimensi yudisial tidak hanya bersifat korektif (ex post facto), tetapi

juga dapat berfungsi sebagai bagian dari proses sebelum keputusan final

diambil. Dengan demikian, terdapat ruang bagi lembaga peradilan atau

E&]y Asshiddiqgie, Pengantar llmu Hulkum Tata Negara, op., cit., hlm. 220.
"% Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
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mekanisme quasi-yudisial untuk melakukan penilaian terhadap usulan
pemberhentian Kepala Desa ebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
Hal ini akan memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap objektivitas dan
keadilan dalam proses pemberhentian.

Penguatan dimensi yudisial dalam pemberhentian Kepala Desa juga
sejalan dengan ori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus
M. Hadjon, yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan
represif.'® Dalam hal ini, mekanisme administratif yang ada saat ini
cenderung bersifat represif, karena hanya memberikan ruang perlindungan
setelah keputusan diambil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme
preventif yang dapat mencegah terjadinya keputusan yang tidak adil sejak
awal proses.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan
mekanisme yudisial dalam pemberhentian pejabat publik merupakan
bagian dari sistem checks and balances yang lebih luas.'”" Tidak hanya
antara lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga melibatkan lembaga
yudikatif sebagai pengawas independen terhadap tindakan pemerintahan.
Dengan demikian, penguatan peran lembaga peradilan dalam proses

pemberhentian Kepala Desa akan memperkuat prinsip demokrasi dan

negara hukum di tingkat desa.

"% Philipus M. Hadjon, Op.Cit., him. 60.
"7 Jimly Asshiddigie, Op.Cit., hlm. 225.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Kepala
Desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, seperti asas

legalitas, due process of law, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun, untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum secara optimal,
mekanisme tersebut tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan
harus dilengkapi dengan dimensi yudisial yang memungkinkan adanya
kontrol independen terhadap keputusan pemberhentian. l ini penting
untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa

setiap tindakan pemerintahan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan

dan kepastian hukum.

B. Pemberhentian Kepala Desa tanpa melalui Mekanisme Judicial sesuai
dengan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi

Pemberhentian Kepala Desa pada hakikatnya merupakan bentuk

tindakan hukum administrasi yang bersifat konkret, individual, dan final

(beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yakni
Bupati/Wali Kota sebagai pemegang kewenangan pembinaan dan pengawasan

terhadap pemerintahan desa. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara
(HAN), keputusan tersebut tidak hanya dipandang sebagai produk kewenangan,
tetapi juga sebagai instrumen yang harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk asas legalitas, asas
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kecermatan, dan asas perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum'® Oleh
karena itu, setiap tindakan pemberhentian Kepala Desa tidak dapat dilepaskan
dari kerangka normatif yang mengatur batas-batas kewenangan administratif
agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Lebih lanjut, pemberhentian Kepala Desa juga memiliki dimensi
konstitusional karena jabatan tersebut diperoleh melalui mekanisme demokratis
tingkat desa. Dengan demikian, keputusan pemberhentian tidak hanya
berdampak pada individu Kepala Desa, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi
pemerintahan desa itu sendiri. Dalam konteks ini, tindakan administratif yang
mengakhiri masa jabatan Kepala Desa harus memperhatikan prinsip kehati-
hatian (prudence) dan proporsionalitas, agar tidak merusak tatanan demokrasi
lokal serta tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa.'®’

Dalam praktiknya, pemberhentian Kepala Desa sering kali dilakukan
melalui mekanisme administratif tanpa didahului oleh proses pengujian di
lembaga peradilan (judicial process) ataupun mekanisme quasi-yudisial yang
independen. Kondisi ini menimbulkan problematika serius dalam perspektif
gara hukum (rechtstaat), karena salah satu ciri utama negara hukum adalah
adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak individu melalui mekanisme

peradilan yang imparsial. Ketika keputusan pemberhentian diambil secara

septhak oleh pejabat administratif tanpa proses pengujian terlebih dahulu, maka

'ﬁHwan HR, op., cit., hlm. 90.
"% Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), him. 112.
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potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang (arbitrary action) menjadi
semakin besar.'”

Selain itu, ketiadaan mekanisme judicial pada tahap awal pemberhentian
juga berimplikasi pada terabaikannya prinsip due process of law, khususnya hak
untuk didengar (audi alteram partem). Prinsip ini menuntut agar setiap individu
yang akan dikenai tindakan yang merugikan haknya diberikan kesempatan yang
layak untuk membela diri di hadapan forum yang objektif dan independen.
Dalam konteks pemberhentian Kepala Desa, absennya proses tersebut
menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum administrasi, di
mana perlindungan hukum baru dapat diakses setelah keputusan ditetapkan
melalui mekanisme ugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga
bersifat ex post facto dan tidak preventif.'”!

1. Perspektif Prinsip Legalitas dan Kewenangan
Prinsip legalitas (wetmatigheid van bestuur) menghendaki bahwa
setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan
dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dalam konteks
pemberhentian Kepala Desa, dasar hukum utamanya terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan

pelaksananya.

" philipus M. Hadjon, op., cit., him. 45,
" Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar
Harapan, 2002), hlm. 120.
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Namun demikian, meskipun norma hukum telah memberikan
kewenangan kepada Bupati/Wali Kota untuk memberhentikan Kepala Desa,
pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip
hukum  administrasi, termasuk asas kecermatan, asas tidak
menyalahgunakan wewenang (defournement de pouvoir), serta asas
perlindungan terhadap hak individu.'’?

Ketika pemberhentian dilakukan tanpa mekanisme judicial
sebelumnya, maka terdapat potensi pelanggaran prinsip legalitas dalam
aspek prosedural, terutama jika tidak tersedia ruang pembelaan yang
memadai bagi Kepala Desa.

2. Prinsip Due Process of Law dan Hak untuk Didengar

alah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah due
process of law, yang mencakup hak untuk didengar (audi alteram partem).
alarn konteks pemberhentian Kepala Desa, prinsip ini menuntut adanya
proses pemeriksaan yang objektif dan kesempatan bagi Kepala Desa untuk
memberikan pembelaan sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.

Pemberhentian yang dilakukan secara administratif tanpa melalui
proses peradilan atau quasi-peradilan cenderung mengabaikan prinsip ini,

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan prlr_)smiural.”'3 Dalam

banyak kasus, keputusan pemberhentian langsung ditetapkan tanpa adanya

”f Ridwan HR, op., cit., hlm. 90.
'™ Philipus M. Hadjon, op., cit., him. 45,
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forum independen yang menguji kebenaran tuduhan atau pelanggaran yang

didakwakan kepada Kepala Desa.

3. Prinsip Perlindungan Hukum dan Kontrol Yudisial

alam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dapat diuji
melalui mekanisme kontrol yudisial (judicial review). Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai instrumen untuk menguji
keabsahan keputusan administrasi negara.

Namun, kelemahan utama dari sistem yang ada adalah bahwa kontrol
yudisial bersifat ex post facto (setelah keputusan ditetapkan), bukan ex ante
(sebelum keputusan diambil). Artinya, Kepala Desa harus terlebih dahulu
diberhentikan sebelum dapat menggugat keputusan tersebut ke PTUN.""

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum,
karena dampak dari keputusan pemberhentian (baik secara sosial, politik,
maupun administratif) telah terjadi sebelum ada pengujian atas
keabsahannya.

4. Kelemahan Pemberhentian Tanpa Mekanisme Judicial

Jika dianalisis berdasarkan prinsip negara hukum dan HAN, terdapat

beberapa kelemahan mendasar dalam pemberhentian Kepala Desa tanpa

mekanisme judicial terlebih dahulu:

a. Botensi Abuse of Power

'™ Indroharto, op., cit., him. 120.
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Ketiadaan mekanisme judicial sebelum diterbitkannya keputusan
pemberhentian Kepala Desa membuka ruang yang sangat luas bagi
terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Dalam
perspektif kum Administrasi Negara, setiap kewenangan yang
diberikan kepada pejabat pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan
tujuan pemberian kewenangan tersebut (doelmatigheid) serta tidak
boleh menyimpang dari nsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun,
dalam praktik pemberhentian Kepala Desa yang sepenuhnya bersifat
administratif, seringkali keputusan diambil berdasarkan pertimbangan
subjektif, bahkan tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan politik
lokal, konflik elite, maupun tekanan kelompok tertentu.'”

Lebih lanjut, tidak adanya forum pengujian awal yang
independen menyebabkan keputusan pemberhentian menjadi sangat
bergantung pada interpretasi sepihak dari pejabat yang berwenang.
Dalam kondisi demikian, as larangan penyalahgunaan wewenang
(detournement de pouvoir) dan asas larangan bertindak sewenang-
wenang (willekeur) berpotensi dilanggar. Padahal, kedua asas tersebut
merupakan bagian penting dari sas-AsaS Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB) yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan

o - 176
administrasi negara.

'3 Ridwan HR, ap., cit., him. 102.
' Philipus M. Hadjon, op., cit., him. 56
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Dalam kerangka negara hukum, kewenangan pemerintahan tidak
boleh bersifat absolut, melainkan harus selalu dapat dikontrol dan
dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika pemberhentian Kepala
Desa dilakukan tanpa mekanisme judicial sebelumnya, maka kontrol
terhadap penggunaan kewenangan tersebut menjadi lemah. Hal ini
berimplikasi pada meningkatnya risiko tindakan sewenang-wenang
yang dapat merugikan hak-hak Kepala Desa sebagai pejabat publik
yang sah, terutama mengingat jabatan tersebut diperoleh melalui proses
demokratis di tingkat desa.'’’

Selain itu, lemahnya kontrol yudisial pada tahap awal juga
berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Keputusan pemberhentian yang tidak melalui proses pengujian yang
objektif dapat menciptakan preseden buruk dalam praktik administrasi
pemerintahan, di mana kekuasaan digunakan tanpa mekanisme ecks
and balances yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme
judicial atau setidaknya quasi-judicial sebelum penetapan keputusan
pemberhentian menjadi penting untuk memastikan bahwa wenangan
tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor prinsip negara

hukum.'’®

b. Tidak Terjaminnya Keadilan Prosedural

"7 Indroharto, op., cit., him. 134.
'™ Bagir Manan, op., cit., him. 72.
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Ketiadaan mekanisme judicial sebelum penetapan keputusan
pemberhentian Kepala Desa secara langsung berdampak pada tidak
terjaminnya keadilan prosedural (procedural justice). Dalam perspektif
hukum administrasi, adilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir suatu
keputusan (substantive justice), tetapi juga dari proses bagaimana
keputusan tersebut dihasilkan. Proses yang adil mensyaratkan adanya
transparansi, partisipasi, serta pemeriksaan oleh pihak yang independen
dan tidak memihak."”

Pemberhentian yang dilakukan secara sepihak oleh pejabat
administratif tanpa adanya forum pengujian yang objektif
menyebabkan Kepala Desa kehilangan hak dasarnya untuk memperoleh
fair hearing. Dalam kondisi demikian, proses pengambilan keputusan
cenderung bersifat tertutup dan minim akuntabilitas, sehingga
membuka ruang bagi pertimbangan subjektif, bahkan politis, dalam
menentukan nasib jabatan Kepala Desa. Hal ini bertentangan dengan
prinsip audi alteram partem yang mewajibkan setiap pihak yang
terdampak keputusan untuk didengar secara layak sebelum putusan
dijatuhkan. '™

Lebih jauh, tidak adanya mekanisme judicial di tahap awal juga

menghilangkan fungsi kontrol terhadap proses pembuktian. Dalam

sistem peradilan, setiap tuduhan harus diuji melalui alat bukti yang sah

'" Bagir Manan, op., cit., hlm. 89.
" Philipus M. Hadjon, ap., cit., him. 80.
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dan dinilai oleh hakim yang independen. Sebaliknya, dalam mekanisme
administratif murni, proses pembuktian seringkali tidak dilakukan
secara ketat dan tidak mengikuti standar pembuktian yang jelas,
sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang lemah secara
yuridis. Hal ini tentu merugikan Kepala Desa sebagai pihak yang
dikenai sanksi pemberhentian.'™'

Selain itu, absennya keadilan prosedural juga berdampak pada
menurunnya legitimasi keputusan pemberhentian itu sendiri. Keputusan
yang dihasilkan melalui proses yang tidak adil cenderung dipersepsikan
sebagai tindakan sewenang-wenang oleh masyarakat, sehingga dapat
menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal dalam pemerintahan
desa. Dengan demikian, jaminan keadilan prosedural kan hanya
penting bagi perlindungan individu Kepala Desa, tetapi juga bagi
stabilitas dan legitimasi pemerintahan secara keseluruhan. '™

c. Kerugian yang Bersifat Irreversibel

Pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan tanpa mekanisme
judicial terlebih dahulu menimbulkan konsekuensi kerugian yang
bersifat irreversibel atau sulit dipulihkan seperti keadaan semula.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, suatu keputusan tata

usaha negara memang pada prinsipnya dapat dibatalkan oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, pembatalan tersebut tidak

"I Ridwan HR, Op.Cit., him. 110.
"2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op., cit., him. 130
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serta-merta mengembalikan seluruh kondisi faktual dan sosial yang
telah berubah akibat keputusan pemberhentian tersebut.'™ Dengan kata
lain, terdapat perbedaan antara pemulihan secara normatif (de jure) dan
pemulihan secara faktual (de facto).

Kerugian irreversibel tersebut tampak jelas dalam aspek sosial
dan politik. Kepala Desa yang diberhentikan akan mengalami
penurunan legitimasi di mata masyarakat, bahkan seringkali diikuti
dengan stigma negatif yang melekat, meskipun pada akhirnya
keputusan pemberhentian tersebut dinyatakan tidak sah oleh
pengadilan. Dalam konteks masyarakat desa yang memiliki hubungan
sosial yang kuat dan bersifat komunal, dampak psikologis dan sosial ini
tidak mudah dipulihkan.'® Hal ini menunjukkan bahwa efek dari suatu
keputusan administrasi ak hanya bersifat administratif, tetapi juga
menyentuh dimensi sosiologis yang kompleks.

Selain itu, dari aspek kelembagaan pemerintahan desa,
pemberhentian Kepala Desa secara langsung akan menyebabkan
terjadinya kekosongan atau penggantian jabatan yang berdampak pada
kesinambungan pemerintahan desa. Penunjukan pejabat sementara atau

pelaksana tugas seringkali tidak mampu menggantikan secara optimal

fungsi Kepala Desa definitif, terutama dalam hal pengambilan

'3 Indroharto, op., cit., him. 145.
"% Philipus M. Hadjon, op., cit., him. 78,
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kebijakan strategis dan pengelolaan pembangunan desa.'™ Ketika
kemudian keputusan pemberhentian dibatalkan oleh PTUN, maka
kondisi kelembagaan telah mengalami perubahan yang tidak mudah
untuk dikembalikan seperti semula.

Lebih lanjut, dalam perspektif prinsip negara hukum, kerugian
yang bersifat irreversibel ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar
dalam sistem perlindungan hukum terhadap pejabat publik di tingkat
desa. Negara hukum menuntut adanya mekanisme pencegahan
(preventive legal protection) selain perlindungan represif melalui
peradilan. Ketika mekanisme pemberhentian tidak memberikan ruang
pengujian sebelum keputusan berlaku efektif, maka perlindungan
hukum yang diberikan menjadi tidak optimal dan cenderung bersifat
semu.'™ Oleh karena itu, ketiadaan mekanisme judicial di tahap awal
pemberhentian Kepala Desa berimplikasi pada tidak terpenuhinya
prinsip keadilan prosedural secara utuh.

d. Lemahnya Perlindungan Hak Jabatan Jabatan Kepala Desa

Jabatan Kepala Desa pada hakikatnya merupakan jbatan publik
yang diperoleh melalui proses demokratis, yaitu pemilihan langsung
oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, legitimasi jabatan tersebut tidak
hanya bersumber dari keputusan administratif pemerintah daerah, tetapi

juga dari kedaulatan rakyat di tingkat desa. Dalam perspektif ini,

'3 Ridwan HR, ap., cit., him. 312.
"% Bagir Manan, op., cit., him. 89.
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pemberhentian Kepala Desa tidak dapat dipandang semata-mata

sebagai tindakan administratif biasa, melainkan harus ditempatkan
dalam kerangka perlindungan terhadap mandat rakyat yang melekat
pada jabatan tersebut.'”’

Tanpa adanya mekanisme judicial sebelum penerbitan
keputusan pemberhentian, terjadi reduksi terhadap makna demokrasi
kal. Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dapat
diberhentikan hanya melalui keputusan administratif oleh Bupati/Wali
Kota tanpa adanya pengujian independen atas dasar dan alasan
pemberhentian  tersebut. Kondisi ini  menunjukkan adanya
ketidakseimbangan antara legitimasi demokratis yang bersifat bottom-
up dengan kewenangan administratif yang bersifat top down, sehingga
berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat di tingkat desa.'®®

Lebih lanjut, ketiadaan mekanisme pengujian yudisial di tahap
awal juga mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan terhadap
hak jabatan (right to office) yang melekat pada Kepala Desa. Dalam
hukum administrasi modern, jabatan publik dak hanya dipandang
sebagai fungsi, tetapt juga sebagai hak hukum yang dilindungi
sepanjang diperoleh secara sah. Oleh karena itu, setiap upaya

pencabutan atau pemberhentian dari jabatan tersebut harus melalui

prosedur yang ketat, transparan, dan dapat diuji secara objektif. Tanpa

"7 Ni'matul Huda, op., cit., him. 112.
"% Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op., cit., hlm. 235,
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mekanisme tersebut, pemberhentian berpotensi melanggar asas
kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap hak yang telah

diperoleh (acquired rz'gh.!s).lsg

e. Tidak Sejalan gan Prinsip Negara Hukum Modern.

Dalam konsepsi negara hukum modern (modern rechtsstaat),
kekuasaan pemerintahan tidak lagi dipahami sekadar sebagai pelaksana
undang-undang secara formal, melainkan harus dijalankan dalam
kerangka perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan
prosedural. Negara hukum modern menekankan adanya keseimbangan
antara kekuasaan (macht) dan hukum (recht), di mana setiap tindakan

11
pemerintahan wajib diuji tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi

juga dari aspek keadilan substantif.'"

Pemberhentian Kepala Desa tanpa mekanisme judicial
sebelumnya menunjukkan dominasi kekuasaan administratif yang
belum sepenuhnya terkendali oleh prinsip-prinsip hukum. Dalam
kondisi demikian, negara cenderung kembali pada paradigma
machtsstaat (negara kekuasaan), di mana keputusan pejabat publik

lebih didasarkan pada kewenangan semata daripada pada mekanisme

pengujian yang objektif dan independen. Hal ini bertentangan dengan

"% Ridwan HR, op., cit., him. 312.
"% Ibid. him. 102,
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prinsip checks and balances yang menjadi ciri utama negara hukum
modern.'”!

Lebih lanjut, dalam negara hukum modern, perlindungan
terhadap jabatan publik yang diperoleh melalui proses demokratis—
seperti Kepala Desa harus ditempatkan sebagai bagian dari
perlindungan terhadap hak politik warga negara. Oleh karena itu,
pemberhentian yang dilakukan tanpa proses pengujian di lembaga yang
independen berpotensi mereduksi makna demokrasi lokal dan
membuka ruang intervensi kekuasaan administratif terhadap hasil

192

kehendak rakyat.

C. Konsep Ideal Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa yang Menjamin
Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum dalam Sistem Pemerintahan
Desa

Upaya membangun mekanisme pemberhentian kepala desa yang ideal
harus diletakkan alam kerangka negara hukum (rechsstaat) yang menjunjung
tinggi supremasi hukum, perlindungan hak asasi, serta pembatasan kekuasaan.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemberhentian kepala desa bukan
sekadar tindakan administratif biasa, melainkan suatu keputusan yang

berdampak langsung terhadap hak jabatan, reputasi, dan legitimasi demokratis

seorang pejabat publik. Oleh karena ifu, desain mekanismenya harus

"I Bagir Manan, op., cit., hlm. 72.
"2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, him. 60.
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mengintegrasikan prinsip keadilan prosedural (procedural justice) dan kepastian
hukum (legal certainty) secara simultan.
1. Penguatan Tahapan Prosedural yang Berbasis Due Process of Law
Mekanisme pemberhentian kepala desa idealnya harus disusun dalam
suatu kerangka hukum acara yang jelas, terstruktur, dan mengikat. Tahapan
prosedural tersebut tidak boleh bersifat sumir, melainkan harus memuat
standar operasional yang rinci sejak tahap awal hingga pengambilan
keputusan akhir. Dalam hal ini, prinsip due process of law menjadi fondasi
utama yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan dilakukan

melalui prosedur yang sah dan adil."”

Tahapan tersebut sekurang-kurangnya

meliputi:

a. tahap klarifikasi awal atas dugaan pelanggaran;

b. tahap investigasi yang dilakukan oleh tim independen;

c. tahap pemeriksaan formal yang memberikan ruang bagi kepala desa
untuk menyampaikan pembelaan; serta

d. tahap pengambilan keputusan yang didasarkan pada alat bukti yang sah
dan pertimbangan hukum yang rasional.

Dengan demikian, keputusan pemberhentian tidak lahir secara
sepihak, tetapi melalui proses deliberatif yang objektif. Lebih lanjut, setiap

tahapan harus terdokumentasi secara transparan agar dapat diuji secara

administratif maupun yudisial. Hal ini penting untuk mencegah praktik

' Ridwan HR, op., cit., him. 325.
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abuse of power oleh pejabat yang berwenang serta memperkuat
akuntabilitas pemerintahan desa.
2. Pembentukan Lembaga Quasi-Yudisial yang Independen
Ketiadaan lembaga adjudikatif khusus dalam proses pemberhentian
kepala desa merupakan salah satu kelemahan mendasar dalam sistem yang
berlaku saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan lembaga quasi-
yudisial di tingkat daerah yang berfungsi sebagai forum pemeriksaan dan
penilaian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa.
Lembaga ini harus bersifat independen, bebas dari intervensi
kekuasaan eksekutif maupun kepentingan politik lokal, serta diisi oleh unsur
yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan pemerintahan. Keberadaan
lembaga quasi-yudisial akan menciptakan mekanisme check and balance
terhadap kewenangan bupati/wali kota dalam menjatuhkan keputusan
pamberhentian.l("'4
Secara fungsional, lembaga ini bertugas melakukan pemeriksaan
secara terbuka, menilai alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak,
serta memberikan rekomendasi atau putusan awal yang bersifat objektif.
Dengan demikian, keputusan akhir yang diambil oleh kepala daerah tidak
lagi bersifat absolut, melainkan didasarkan pada hasil pemeriksaan yang

kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Integrasi Mekanisme Pengawasan Yudisial melalui PTUN

' Philipus M. Hadjon, op., cit., him. 112.
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Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, setiap keputusan

administrasi pemerintahan harus dapat diuji melaluir mekanisme peradilan.
Oleh karena itu, keputusan pemberhentian kepala desa harus secara eksplisit
dikualifikasikan sebagai objek sengketa tata usaha negara yang dapat
diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Integrasi mekanisme ini penting untuk memastikan adanya kontrol
eksternal terhadap tindakan pemerintah daerah. PTUN berperan sebagai
penjaga legalitas (guardian of legality) yang akan menilai apakah keputusan
pemberhentian alah sesual dengan peraturan perundang-undangan dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.'”

Selain itu, akses terhadap peradilan ga merupakan bagian dari hak
konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan (access to justice).
Dengan demikian, kepala desa yang diberhentikan memiliki ruang untuk
menggugat keputusan yang dianggap merugikan atau tidak sah, sehingga
tercipta keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak
individu.

4. Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Prosedural secara Substantif
Konsep keadilan prosedural tidak cukup dipahami secara formalistik,

tetapt harus diterapkan secara substantif dalam setiap tahapan

pemberhentian kepala desa. Prinsip-prinsip seperti audi et alteram partem

"3 Indroharto, op., cit., him. 90.

92



(hak untuk didengar), imparsialitas, transparansi, dan rasionalitas keputusan
harus menjadi standar yang tidak dapat ditawar.

Dalam praktiknya, kepala desa harus diberikan hak untuk mengetahui
secara jelas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, memperoleh akses
terhadap bukti-bukti yang digunakan, serta didampingi oleh penasihat
hukum jika diperlukan. Selain itu, proses pemeriksaan ams dilakukan
secara terbuka dan tidak diskriminatif agar menghasilkan keputusan yang
legitimate secara sosial maupun hukum.'”

Penerapan keadilan prosedural yang kuat juga akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan desa, sekaligus mencegah
konflik horizontal di masyarakat akibat keputusan pemberhentian yang
dianggap tidak adil.

5. Kodifikasi Hukum Acara Pemerintahan Desa

Salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi berbagai persoalan
dalam pemberhentian kepala desa adalah dengan melakukan kodifikasi
hukum acara pemerintahan desa. Selama ini, pengaturan mengenai prosedur
pemberhentian asih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum memiliki
standar yang seragam.

Kodifikasi ini perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang secara khusus mengatur tata cara pengambilan keputusan

administratif di tingkat desa, termasuk pemberhentian kepala desa. Materi

' Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 156.
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muatannya harus mencakup prinsip-prinsip hukum, tahapan prosedural,
lembaga yang berwenang, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan adanya kodifikasi, akan tercipta kepastian hukum yang lebih
kuat dan mengurangi potensi interpretasi yang berbeda-beda di tingkat
daerah. Selain itu, kodifikasi juga berfungsi sebagai pedoman bagi
pemerintah daerah dan aparat desa dalam menjalankan kewenangannya
secara tertib dan akuntabel."”’

6. Penguatan Peran BPD dan Partisipasi Masyarakat

Dalam kerangka demokrasi esa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan masyarakat desa harus ditempatkan sebagai bagian integral
dalam mekanisme pemberhentian kepala desa. Namun, peran tersebut harus
dibatasi dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan
kewenangan.

BPD idealnya berfungsi sebagai lembaga pengawas yang melakukan
fungsi kontrol terhadap kinerja kepala desa, termasuk dalam memberikan
rekomendasi atas dugaan pelanggaran. Sementara itu, masyarakat desa dapat
dilibatkan melalui mekanisme partisipatif seperti forum musyawarah desa
yang transparan dan akuntabel.

Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemberhentian tidak hanya

bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat

"7 Supandi, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik,”
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 2 (2016)
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desa. Namun demikian, keputusan akhir tetap harus didasarkan pada pertimbangan

hukum, bukan semata-mata tekanan politik atau opini publik.
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BAB IV

PENUTUP

(8
A. KESIMPULAN

1.

Ketentuan pemberhentian kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya mberikan kewenangan kepada
Bupati/Wali Kota untuk memberhentikan kepala desa berdasarkan usulan
adan Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme tersebut dimaksudkan
sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Namun, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan normatif karena
belum mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan, pembuktian, serta

mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh kepala desa sebelum

keputusan pemberhentian ditetapkan.

. Pemberhentian kepala desa tanpa melalui mekanisme judicial belum

sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, khususnya
asas e process of law, asas kecermatan, asas keadilan, dan asas
perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tidak adanya mekanisme
peradilan atau pengujian independen sebelum pemberhentian dilakukan
berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, konflik kepentingan

politik lokal, serta ketidakpastian hukum bagi kepala desa yang

diberhentikan.

. Konsep 1deal mekanisme pemberhentian kepala desa seharusnya

dilaksanakan melalui prosedur yang lebih transparan, objektif, dan
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akuntabel dengan memberikan ruang pembelaan diri kepada kepala desa
serta adanya mekanisme pengujian melalui lembaga peradilan atau quasi
peradilan administrasi. Mekanisme tersebut penting untuk menjamin
keadilan prosedural, perlindungan hak jabatan kepala desa, serta

menciptakan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan desa yang

demokratis dan berdasarkan prinsip negara hukum.

B. SARAN

1.

Ketentuan pemberhentian kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya memberikan kewenangan kepada

Bupati/Wali Kota untuk memberhentikan kepala desa berdasarkan usulan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme tersebut dimaksudkan
sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Namun, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan normatif karena
belum mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan, pembuktian, serta
mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh kepala desa sebelum

keputusan pemberhentian ditetapkan.

. Pemberhentian kepala desa tanpa melalui mekanisme judicial belum

sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, khususnya
asas due process of law, asas kecermatan, asas keadilan, dan asas
perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tidak adanya mekanisme

peradilan atau pengujian independen sebelum pemberhentian dilakukan

berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, konflik kepentingan
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politik lokal, serta ketidakpastian hukum bagi kepala desa yang
diberhentikan.

. Konsep 1ideal mekanisme pemberhentian kepala desa seharusnya
dilaksanakan melalui prosedur yang lebih transparan, objektif, dan
akuntabel dengan memberikan ruang pembelaan diri kepada kepala desa
serta adanya mekanisme pengujian melalui lembaga peradilan atau quasi
peradilan administrasi. Mekanisme tersebut penting untuk menjamin
keadilan prosedural, perlindungan hak jabatan kepala desa, serta

menciptakan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan desa yang

demokratis dan berdasarkan prinsip negara hukum.
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